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MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 14/PRT/M/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN

Menimbang:

Mengingat :

a.

1.

SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang
merupakan kewenangan  Pemerintah  Pusat yang
dilaksanakan sendiri perlu disesuaikan dengan perubahan
peraturan perundangan yang terkait;

bahwa peraturan perundangan terkait yang berubah, antara
lain peraturan tentang organisasi di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Walkil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011; Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b maka Permen PU Nomor
02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri perlu disempurnakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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10.

11.

12.

13.

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap
Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3892};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2005, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penetapan dan Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara
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14,

15.

16.

18.

19.

20.

21.

26.

27.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
N0.38 Tahun 2008;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 43 Tahun
2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2011 tentang Sungai;
. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
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Menetapkan

28.

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta  Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Incdlonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 5107), sebagaimana telah
divbah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44);

. Peraturan Presiden No.33 Tahun 2011 tentang Kebijakan

nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 /P Tahun

2009;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010

tentang Petunjuk Tekfis Pelayanan Standar Minimum Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Urmum Nomor 21/PRT/M/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/M/2011

Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
YANG  MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN
DILAKSANAKAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2.  Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

4. Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon 1 adalah Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Direktorat Jenderal di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum,

il

Kewenangan urusan Kementerian Pekerjaan Umum adalah kegiatan yang

meliputi Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang.

6. Dinas adalah organisasi pemerintahan di daerah yang membidangi Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
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10,

pemerintah  yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada,

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan kegiatan
yang dibiayal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa
Pengguna Anggaran dan/atau Barang di lingkungan Kementerian Pekeriaan
Umum bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran
dan/atau Pengguna Barang.

Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah vang selanjutnya disebut
RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan
dalam periode tiga hingga lima tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, vang
mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan
kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

BAR 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja
dan Satker di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kewenangan
Pemerintah dalam urusan Kementerian yang dilaksanakan sendiri.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan hasil pelaksanaan
urusan Kementerian secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi
perencanaan, pemrograman, penganggaran, koordinasi pelaksanaan di
daerah, uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan, penetapan dan
persyaratan personalia pejabat inti Satker, petunjuk operasional kegiatan,
mekanisme pencairan dana, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan,
pembinaan pelaksanaan, dan ketentuan sanksi.

BAB I
EEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN SENDIRI
Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian meliputi
Kegiatan Subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan,
Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman, Bangunan
Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, serta Kegiatan Penataan Ruang.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana,
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satker yang terdiri atas:

a. Satker Tetap Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kementerian di Pusat.

b. Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan
sendiri di daerah.




c. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian  yang
dilaksanakan sendiri dan yang tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap
Pusat dan Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat.

BARB IV
PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN
Pasal 4

Perencanaan, pemrograman dan penganggaran jangka menengah dan
tahunan dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi Sekretaris Jenderal
dan Pejabat Eselon [ terkait sebagai penanggung jawab program yang
merupakan  bagian integral dalam perencanaan, pemrograman dan
penganggaran Kementerian.

Setiap perubahan rencana, program, dan anggaran diusulkan tertulis oleh
Satker untuk dibahas pada Unit Kerja Eselon [ terkait yang dikoordinasikan
oleh Sekretariat Jenderal,

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat dipertimbangkan
berdasarkan usulan Pejabat Eselon II terkait yang menjelaskan alasan-alasan
perubahan yang diperlukan, meliputi aspek keterlaksanaan, efektivitas dan
efisiensi, serta tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran dan kinerja
Kementerian.

Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jangka menengah
dan tahunan mengacu pada Lampiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan
Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Menteri ini.

Rencana program dan usulan kegiatan beserta perubahannya harus mengacu
pada RPIJM Bidang Infrastruktur ke-PU-an yang telah disepalkati.

Pagal 5

Proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L) dilaksanakan di Pusat dan menghasilkan Surat Penetapan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) yang diterbitkan
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian KXeuangan sechagai dasar
penelaahan  dan  penerbitan DIPA. Proses pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA] dilaksanakan sebagian di Pusat, dan sebagian
di daerah.

Lampiran konsep DIPA yang diterbitkan di Pusat ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Konsep DIPA yang diproses di daerah diterbitkan berdasarkan Daftar
Nominatif Anggaran (DNA) dan Daftar Revisi Anggaran (DRA) ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri.

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan DIPA dan revisi DIPA vang
diterbitkan di daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA
ditandatangani kepada Kepala Unit Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal
Kementerian.




Pasal 6

Revisi DIPA meliputi perubahan pagu program, pagu antar kegiatan, pagu
antar output dan output baik dalam jumlah maupun satuan.

Proses pengajuan usulan revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan dari Pejabat Esclon 1 selaku atasan
Kasatker/penanggung jawab program, apabila ada perubahan output dengan
atau tanpa perubahan pagu. _

Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Pusat disampaikan oleh Pejabat Eselon
{ kepada Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah diajukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan}, dan proses dilakukan sesuai dengan kewenangan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah, dalam hal terjadi pengurangan
output dan penambahan pagu rupiah murni diajukan melalui Pejabat Eselon
i.

Usulan revisi DIPA dapat dikirim melalui fasilitas e-monitoring atau secara
tertulis.

Pasal 7

Petunjule Operasional Kegiatan (POK) merupakan petunjuk bagi Pejabat
Satker untuk melaksanakan kegiatan yang mengikuti Petunjuk Umum dan
Petunjuk Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

POK atau Revisi POK ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait setelah DIPA
atau revisi DIPA disahkan.

Setiap revisi POK harus melalui persetujuan tertulis dari Pejabat Eselon 1
sebagat penanggung jawab program, berdasarkan usulan Pejabat Eselon 11
terkait yang menjelaskan alasan-alasan perubahan yang diperlukan,
meliputi aspek keterlaksanaan, kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi, serta
tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian.
Revisi POK yang tidak berakibat perubahan pada output (kuantitas maupun
satuan) sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh KPA.

Kerangka Umum Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4.2., tentang Kerangka Petunjuk
Operasional Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.

BAR V
KOORDINASI PELAKSANAAN DI DAERAM
Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan urusan Kementerian yang merupakan kewenangan
Pemerintah dan dilaksanakan sendiri harus sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan
kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam
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rangka keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas
sektor.

Pejabat Eselon I Kementerian melalui Pejabat Eselon I terkait
melaksanakan pemantauan dan evaluast atas kinerja pelaksanaan di daerah
yang dilakukan oleh seluruh Satker dan melakukan koordinasi dengan
Dinas bidang PU terkait.

Kasatker Unit Pelaksana Teknis Pusat/Balai/Balai Besar dan Kepala SNVT
yang melaksanakan kegiatan pusat di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya
harus melakukan koordinasi dengan Gubernur.

Ketentuan tentang koordinasi pelaksanaan di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran 8. yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB PELAKSANA KEGIATAN
Pasal @

Kasatker mempunyal tugas dan bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
Pejabat Unit Eselon 1 Kementerian melalui Pejabat Unit Eselon II terkait
melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas
pelaksanaan Satker.

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap
Datlcer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Dinas
bidang PU Provinsi terkait.

Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan seluruh
Kasatker mengiluti ketentuan sebagaimana tertuang pada Lampiran
l.a., 2.a. dan 3.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.

BAB ViI
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAW PENERIMA HASIL PREKERJAAN
Pasal 10

Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan
Jasa yang berada di provinsi, kabupaten/kota di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di
Balai/Balal Besar sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan
fungsi ULP.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selain yang disebutkan
pada ayat (1), penugasan ULP akan ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, ULP dapat membentuk perangkat
organisasi dan membentuk beberapa kelompok kerja (pokja) sesuai beban
kerjanya.

KPA menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.




(2)

BAB ViII

PENETAPAN PEJABAT INTI SATEKER DAN PERSYARATAN PERSONALIA

Pasal 11

Menteri selaku Pengguna Anggaran menectapkan Pejabat Inti Satker/Pejabat
Perbendaharaan di lingkungan Kementerian.

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana disebutkan pada ayat (1),
tidak berkaitan dengan tahun anggaran.

Pejabat Inti pada Satker/Pejabat Perbendaharaan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b., 2.b., dan 3.b.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} terdiri atas:

a. Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

b, Pejabat Pemungut Penerimaan Negara,

c. Pejabat Pembuat Komitmen,

d. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran,

¢. Bendahara Penerimaan,

f. Bendahara Pengeluaran, :

Masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b, c, d, e,
dan f dilarang untuk dirangkap.

Pejabat Inti Satker dilarang merangkap jabatan pada Satker lainnya.
Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Inti Satker tidak terikat
tahun anggaran,

Atasan langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon I menetapkan Pembantu
Pejabat Inti Satker, petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akuntansi
Keunangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN), dan e-Monitoring,

BAB ¥
MERKANISME PENCAIRAN DANA
Pasal 12

Mekanisme pencairan dana pelaksanaan kegiatan Satker dilaksanakan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5. tentang Mekanisme Pencairan
Dana dan Contoh Adminstrasi Kegiatan, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Satker yang akan membuka rekening harus meminta persetujuan kepada
Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara,

BAB X
PENATAUSAHAAN BMN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Settap  Satker wajib membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB};
Setiap Unit Kerja Eselon | yang mempunyai kegiatan di daerah wajib
membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah
(UAPPA-W /UAPPB-W) pada provinsi terkait.
Setiap Unit Kerja Eselon 1 wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang Eselon [ (UAPPA-E1/UAPPB-E1).
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Pasal 14

Setiap  Satker sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 13 wajib
menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap Satker wajib menyelenggarakan penatausahaan BMN yang meliputi

kegiatan pencatatan, yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP),

pembukuan BMN, yaitu mencatat setiap mutasi BMN, dan membukukan
hasil inventarisasi, serta melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

Bersama dengan UAPPB-W melakukan inventarisasi BMN, sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima} tahun untuk mengetahui kondisi,

keberadaan, dan nilai Barang Milik Negara.

Menyediakan dan melaporkan laporan BMN yaitu dengan:

a. Menyampaikan DBKP sebagaimana ayat (2) yang berisi semua BMN.

b. Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana ayat {2) secara
periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¢.  Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN kepada
UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
Semesteran dan Tahunan secara periodic kepada UPPB-W, dengan
tembusan UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.

e. Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari
pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Than 2006 kepada UPPB-W.

Melakukan pengamanan BMN, meliputi kegiatan pengamanan fisik,

dokumen serta melakukan proses pengajuan bukti hak/sertifikat terhadap

BMN berupa tanah.

Sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengajuan dan pengusulan
pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan terhadap BMN yang
berada di bawah penatausahaan UAKPB sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 15

Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan
BMN, LAKIP, Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait
Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Mekanisme pelaporan Satker tercantum dalam Lampiran 6., tentang
Mekanisme Pelaporan dan Kegiatan, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasgal 16

Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15 menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker
dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya.

Kasatker akan diberikan teguran secara tertulis oleh Atasan Langsungnya
dan ditembuskan ke Atasan dan Sekretaris Jenderal apabila tidak
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menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1)
selama 1 (satu} bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
Kasatlcer yang telah mendapat teguran sebagaimana pada ayat (2) di atas
selama 3 (tiga) kali akan diberikan sanksi sesual dengan ketentuan yang
berlalku.

Pasgal 17

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, Kasatker wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 18

Pengawasan eksternal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Pengawasan internal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian
dilaksanakan olch Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

BAB X1
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN TEENIS PELAKESANAAN
Pasal 19

Pejabat Eselon 1 melakukan pembinaan pelaksanaan untuk  menjamin
penyelenggaraan yang efektif dan efisien dalam mencapai rencana dan
sasaran program Kementerian.

Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
bimbingan teknis termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan  Satker, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian
terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan
dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait
sebagal penanggung jawab program.

Pelaksanaan  bimbingan  teknis  dimaksudkan  untuk  memberikan
pendampingan pelaksanaan, dapat berupa bantuan kegiatan, pedoman teknis,
tenaga teknik, pelatihan, asistensi, bahan dan peralatan, yang dilakukan
secara ferpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung
jawab program.

Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilakukan melalui sosialisasi,
diseminasi, konsultasi publik, lokakarya (workshop), diskusi kelompok terarah
(focused group discussion).

Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kepada pelaksana kegiatan di daerah
dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan pedoman
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian
yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi
Sekretaris Jenderal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau
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penyelenggaraan administrasi dan fisik serta melakukan evaluasi keseluruhan
program dan kegiatan terhadap rencana sasaran yang ditetapkan oleh
Menteri.

(8} Ketentuan tentang pembinaan teknis pelaksanaan, tercantum dalam
Lampiran 4.1. dan Lampiran 4.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1} Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja
yvang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
dinyatakan tetap berlaku,

(2} Pada masa transisi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

BAB 3IT1
PENUTUP
Pasal 21

Dengan  ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor
02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan
Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011
MENTER] PEKERJAAN UMUM
ttd
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 724

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,
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LAMPIRAN l.a.: PERATURAN MENTERI PERERJAAN UMUM
NOMOR : 14/PRT/M/20C11
TANGGAL : 14 November 2011

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB PELAKSANA KEGIATAN

SATUAN RERJA TETAP PUSAT DI LINGEUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM

Satuan Kerja Tetap Pusat

1. Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kexja Tetap Pusat
Termasuk Satuan Kerja selaku Instansi Pengguna PNBP

a. Tugas:

1} Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas
Kasatker Tetap Pusat, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja yang
telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

2) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum (Renstra Kementerian).

3) Menetapkan struktur organisasi dan pembantu Pejabat Inti Satker
Tetap Pusat.

b. Tanggungjawab:

1} Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas
Kasatker Tetap Pusat.

2} Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dalam ranglka mencapai tujuan Rensira
Kementerian dan menjamin fercapainya outcome yang telah
ditetapkan.

3) Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang atas keberhasilan kinerja Satker Tetap
Pusat.

2. Kepala Satuan Kerja Tetap Pusat/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a. Tugas Kasatker Tetap Pusat/KPA:
1} Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
2} Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling
kurang di website PU net.

} Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.

) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.

) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7) Menyelesaikan perselisthan antara PPK dengan ULP/Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
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8) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy
dan softcopy.

9) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melaluit PUSDATA dan dalam
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit
Kerja Eselon 1.

10) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan
apabila diperlukan.

11) Melaksanakan seluruh tugas BSatker Tetap Pusat terutama
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan
dalam DIPA.

12) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA.

13) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti
Satker Tetap Pusat dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.

14} Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker Tetap Pusat yang
dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh
Pejabat Eselon [ terkait.

15) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM.

16) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
{dalam hal Kasatker Tetap Pusat merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen).

17) Dalam hal Kasatker Tetap Pusat tidak merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat
Perintah Kerja/Kontralk dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

18} Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan
cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19} Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang
merupakan  bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.

. Tanggungjawab Kasatker Tetap Pusat:

1} Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja
vang tertuang dalam DIPA.

2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang
membebani APBN.

3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal
Kasatker Tetap Pusat merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen).

4} Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
keluaran/output yang telah ditetapkan.

5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker.
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6)

7)

Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan

jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui
Atasan/Atasan Langsung /Penanggungjawab Program.

3. Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

(Khusus untuk Satker Tetap Pusat yang berfungsi sebagai Instansi
Pengguna PNBP)

a. Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Menyusun rencana target tahunan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Satker Tetap Pusat yang akan dituangkan dalam RKA-KL/DIPA.
Membuat komitmen yang dapat menimbulkan penerimaan Negara.
Menyediakan fasilitas barang maupun jasa dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kenangan.
Memelihara Barang Milik/Kekayaan Negara dan fasilitas Satker.
Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penyetoran PNBP ke Kas
Negara.

Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan
penyetoran PNBP ke Kas Negara.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yvang dilakukannya sesuai DIPA
dan menyampaikannya  kepada  Kasatker selaku  Atasan
Langsungnya.

b. Tanggungjawab:

1

2)

Bertanggungjawab terhadap pencapaian target penerimaan yang
telah ditetapkan dalam DIPA.
Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

4. Pejabat Pembuat Komitmen
a. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu :

1)

W b

i

Sl

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendirt
{(HPS), dan Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Menandatangani Kontral/Surat Perintah Kerja.
Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kasatker.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada
Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap
triwulan.
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9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila
diperlukan.

11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
konsultan pengawas, tim Pelaksana Swalelola, apabila diperlukan.

12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila
diperlukan.

13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kasatker;

16) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker
dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

17) Menandatangani pakta integritas,

18] Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam
DIPA.

19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran
(lembur, honor, vakasi}, Surat Perintah Tugas (SPT) atas persetujuan
Atasan Langsung untuk Pejabat Eselon IV dan Staf serta Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} berdasarkan SPT yang telah
diterbitkan.

20) Menyusun Draf Kontrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA
dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan secara swakelola.

21) Menandatangani bulti-bukti dokumen pengeluaran anggaran
Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara
swakelola.

22) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta
dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat
Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

23) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran
untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

24} Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA
dan menyampaikannyva kepada Kasatker Tetap Pusat.

25) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang
merupakan  bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL} tahun berikutnya.

i6




b. Tanggungjawab:

1)

2)

3)

Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul
dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang
ditandatanganinya.

Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output
kegiatan yang dilaksanakan sesual rencana kerja yang ditetapkan
dalam DIPA,

Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

5. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
a. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu:

1)

&)
9)

Menerima berkas SPP yang disampaikan olehh Pejabat Pembuat

Komitmen.

Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan

berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlalku.

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran.

Memerilesa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

a} Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/
perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank).

b} Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).

c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan
dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap
jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan
vang harus dibayar belum daluwarsaj.

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai

dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan

dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan

ketentuan :

a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar.

b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran.

¢} Lembar keempat disampaikan kepada Petugas
Akuntansi/Verifikasi Keuangan.

d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN terkait.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA

dan menyampaikan kepada Kasatker.

10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-

bukti asli pembayaran.
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b. Tanggungjawab:

1)

2)

Bertanggungjawab secara administratif terhadap hasil pengujian
meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan
pengeluaran.

Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

6. Bendahara Penerimaan

(Khusus untuk Satker Tetap Pusat yang berfungsi sebagai Instansi
Pengguna PNBP)

a. Tugas:

1)

2)

3)

5)

Menagih/memungut PNBP yang ada dalam kepengurusan Satker
Tetap Pusat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menerima/mengetahui seluruh PNBP vyang ada  dalam
tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan
Menyetorkan seluruh PNBP yang telah dipungut/diterimanya ke
Rekening Kas Negara pada Bank/Giro Pos sesuai ketentuan yang
berlaku.

Membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran PNBP yang ada
dalam pengurusan Satkernya berdasarkan bukti-bukti pungutan
dan bukti-bukti penyetoran.

Melaporkan/mempertanggungjawabkan seluruh
pungutan/penerimaan dan penyetoran/pengeluaran berdasarkan
bukti pungut/penerimaan dan bukti penyetoran/pengeluaran
kepada Kasatker Tetap Pusat melalui Pejabat yang Melakukan
Pemungutan Penerimaan Negara.

Menyampaikan laporan bulanan PNBP kepada Biro Keuangan dan
Bagian Keuangan masing-masing Satminkal.

b. Tanggungjawab:

1)

2)

Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara
yang berada dalam pengurusannya.
Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

7. Bendahara Pengeluaran
a. Tugas:

1)

2)

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang
dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu,
Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan lainnya.

Menyiapkan rincian jumlah  Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) serta
dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang
Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
yang pembayarannya melalui rekening Bendahara,

Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya
yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari
terjadinya kerugian negara.
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6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi
kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang
berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang (52); Belanja
Modal (53} untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK],
perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat
perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; Belanja lain-
lain (58) dan dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang
kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan setempat, dan pembayaran yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran
honor dan perjalanan dinas.

8) Menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila
persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan
penerimaan lainnya yvang dipungut serta melaporkannya menurut
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada
masing-masing Instansi yang terkait.

10} Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-
bukti pembukuan.

11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ}
Bendahara kepada :

» KPPN setempat
¢ BPKRI
o Menteri Pekerjaan Umum

b. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
2) Bertanggungiawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara
yvang berada dalam pengurusannya.
3) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

8. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan

a. Tugas:
1. Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

1} Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;

3} Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
Kementerian PU dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat;

5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

7} Khusus untuk ULP:
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a) Menjawab sanggahan;
b) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
yvang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);atau

2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi vang bernilai paling tinggi
Rp10.000.000.000,00 {(sepuluh miliar rupiah);

¢} Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
d) Menyimpan dokumen aslt pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
8) Khusus Pejabat Pengadaan:
a} Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl100.000.000,00
(seratus juta rupiah); dan/atau

2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan lLangsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah);

b} Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PA/KPA.
9} Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Menteri; dan
10) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan,

dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan
kepada PPK:

1) perubahan HPS; dan/atau

2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri,baik
dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Dikecualikan dari ketentuan pada butir (3), anggota ULP/Pejabat
Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN selain Kementerian PU
atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari
bukan pegawai negeri.

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menggunakan tenaga ahli yvang berasal dari pegawai negeri atau
swasta.

. Tanggungjawab ULP:

1)

Tercapainya sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

Mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan persaingan yang
tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

Menjamin tidak terjadi pertentangan antara pihak yvang terkait dalam
proses pengadaan barang/jasa;

Menjamin tidak terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
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5) Mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan merugikan Negara;

6) Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa diterapkan secara efisien,
efektif dan transparan.

7) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK;

8) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

9. Panitia Penerima Hasil Pekexjaan

a. Tugas Pokok Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1} Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak;

2) Menerima  hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah  melalui
pemeriksaan/ pengujian;

3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.

b. Tanggungjawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:
Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak.

10. Petugas Unit Akuntansi Satuan Kerja Tetap Pusat
1. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

a. Tugas:

1} Menyusun Laporan Realisasi Anggaran {LRA) dan Neraca Satker
Tetap Pusat sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan
KPPN terkait.

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) beserta Arsip Data
Komputer (ADK) secara tepat waktu.

4) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) beserta Arsip Data
Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

2. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

a. Tugas:
1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem
Akuntansi Instansi (SAl) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA} beserta Arsip Data Komputer
(ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.

3) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)} beserta Arsip
Data Komputernya.

4) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Eselon [ (UAPPB-E1} beserta Arsip
Data Komputernya.

b, Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

11. Petugas e-Monitoring Satuan Kerja Tetap Pusat

a. Tugas:

1} Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi
pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
c} Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan

realisasi keuangan)

d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
e} Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan

2} Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data
melalui e-Monitoring on-line.

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.

4} Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai ketentuan.

5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan sesuai ketentuan

b. Tanggungjawab:
1} Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (backup data maupun cetakan)
2} Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat.

LAIN-LAIN

1. Pejabat Inti Satlcer Tetap Pusat tidak dapat merangkap jabatan pada
lebih dari 1 (satn) Satker yang dibiayai dana APBN,

2. Pejabat Inti Satker Tetap Pusat yang dibiayai APBN tidak dapat
merangkap jabatan pada Satker yang dibiayai dana APBD,

3. Pejabat yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara dan
Bendahara Penerima, berlaku khusus untuk Satker Tetap Pusat yvang
telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Pengguna PNBP.
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Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran,
Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh saling
merangkap.

Kasatker Tetap Pusat tidak boleh merangkap sebagai Bendahara.

Pejabat Inti Satker Tetap Pusat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
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LAMPIRAN 2.a. : PERATURAN MENTERI PERERJAAN UMUM
NOMOR  : 14/PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

SATUAN KERJA UPT/BALAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SATUAN KERJA BALAJ BESAR/BALAI/LOKA

Termasuk Satuan Kerja Selaku Instansgi Pengguna PNBP
1. Atasan Kepala Satuan Kerja yang dijabat oleh Pejabat Eselon I

a. Tugas:

1)

Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas
Kasatker, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kasatker untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Satker.

Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan
Renstra Kementerian.

Menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas pembantu
pejabat Inti Satker.

b. Tanggungjawab:

1)

2)

3)

Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah
ditetapkan dalam DIPA.

Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mangacu kepada
Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan
dituangkan didalam RKA-KL/DIPA untuk tahun berikutnya.
Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

2. Atasan yang merangkap sebagai Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
yang dijabat oleh Pejabat Eselon I

a. Tugas:

1)

Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala
Satuan Kerja, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran {DIPA).

Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Satuan Kerja
untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja.

Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka
mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum
(Renstra Kementerian).

Menetapkan struktur organisasi dan pembantu pejabat Inti Satuan
Kerja yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pembantu
Atasan Langsung.

Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
Satuan Kerja yang berada di bawah koordinasinya.

Melalkkukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang
diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja.
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7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksaanaan kegiatan dan
output Satuan Kerja.

8) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satuan
Kerja.

9) Memberikan peturjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satuan Kerja.

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah
ditetapkan dalam DIPA.

2) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mengacu kepada
Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan
dituangkan di dalam RKA-KL/DIPA untuk tahun berikutnya.

3) Bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

3. Pembantu Atasan Kepala Satuvan Kerja yang dijabat oleh Pejabat
Eselon II
a. Tugas:

1} Membantu Atasan Kasatker dalam melakukan pengawasan umum
terhadap pelaksanaan tugas Kasatker, terutama pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA,

2) Memberikan masukan kepada Atasan Kasatker untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Satker.

3) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
Satker yang berada di bawah koordinasinya.

4} Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang
diselenggarakan oleh Kasatker.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksaanaan kegiatan dan
output Satker.

6) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker.

7} Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker.

8} Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka
mencapai tujuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungjawab:

Bertanggungjawab  kepada  Atasan  Kasatker/Penanggungjawab

Program/Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka

mewuindkan outcome sesual Rensira,

4. Pembantu Atasan/Pembantu Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
yang dijabat oleh Pejabat Eselon IX
a. Tugas:

1) Membantu Atasan/Atasan Langsung Kasatker dalam melakukan
pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kasatker, terutama
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan
dalam DIPA.

2) Memberikan masukan kepada Atasan/Atasan Langsung Kasatker
untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satker.
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3) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
Satker yang berada di bawah koordinasinya.

4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang
diselenggarakan oleh Kasatker.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksaanaan kegiatan dan
output Satker.

6} Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker.

7) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker.

8) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka
mencapai tujuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungiawab:

Bertanggungjawab  kepada  Atasan  Kasatker/Penanggungjawab

Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka

mewujudkan outcome sesuai Renstra.

5. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang dijabat oleh Pejabat
Eselon II
a. Tugas:

1} Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
Satker yang berada di bawah koordinasinya.

2} Menetapkan pembantu pejabat Inti Satker.

3} Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang
diselenggarakan oleh Kasatker.

4] Melaltukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
output Satker.

5) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker.

6) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker.

7) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka
mencapal tujuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungjawab:

Bertanggungjawab kepada  Atasan Kasatker/Penanggungjawab
Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka
mewujudkan outcome sesuail Renstra.

6. HKHepala Satuan Kerja

a. Tugas:

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

2) Mengumumbkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling
kurang di website PU net.

3) Menetapkan Pejabat Pengadaan.

4) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.

6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA,

7} Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
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9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy
dan soffcopy.

10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing
Unit Kerja Eselon L

11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan
apabila diperlukan.

12} Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
13) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah

ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjul kepada Pejabat
Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.

15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker sesuai kebutuhan,
vang selanjutnya ditetapkan oleh Afasan Langsungnya.

16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM.

17) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
(dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen).

18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan
cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL} untuk tahun berikutnya.

. Tanggungjawaly:

1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana
kerja yang tertuang dalam DIPA.

2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran
Satker vang membebani APBN.

3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam
dmerangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

4} Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
keluaran/output yang telah ditetapkan.

3} Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker.

6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib
pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang
dipimpinnya sesuai peraturan vang berlaku.
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7)

Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan
Langsung /Pelaksana Program.

7. Pejabat Yang Melakokan Pemungutan Penerimaan Negara
(Khusus untuk Satker yang berfungsi sebagai Instansi Pengguna PNBP)
a. Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Kasatker yaitu :

1)

Menyusun rencana target tahunan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Satker yvang akan dituangkan dalam RKA-KL/DIPA.
Membuat komitmen yang dapat menimbulkan penerimaan Negara
berdasarkan persetujuan Kasatler.

Menyediakan fasilitas barang maupun jasa dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Memelihara Barang Milik/Kekayaan Negara dan fasilitas Satker.
Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penerimaan dan
penyetoran PNBP ke Kas Negara.

Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan
penyetoran PNBP.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan
Langsungnya.

b. Tanggungjawab:

1)

2)

Bertanggungjawab terhadap pencapailan target penerimaan yang
telah ditetapkan dalam DIPA.
Bertanggungjawab kepada Kasatker.

8. Pejabat Pembuat Komitimen
a. Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Kasatker yaitu:

1)

b

St

h

8)

9)

10)

11)

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS}, dan Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja.
Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kasatker.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada
Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.

Melaporkan kemajuan pelkerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap
triwulan,

Menyimpan dan menjaga keutuhan  seluruh  dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
apabila diperlukan.

Menetapkan tim pendukung apabila dipertukan.

30




12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

25)

26)

Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila
diperlukan.

Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia Barang/Jasa apabila diperlukan.

Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kasatker.

Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker.

Menandatangani pakta integritas.

Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam
DIPA sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan
Kasatker.

Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran  {lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas
(SPT) atas persetujuan Atasan Langsung untuk Pejabat Eselon
IV dan Staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
berdasarkan SPT yang telah diterbitkan.

Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk
kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen
pendukungnya vang akan dilaksanalkan secara swakelola.

Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita
Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima
Barang/Pekerjaan.
Menandatangarni bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran
Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun
secara swakelola.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta
dokumen pendukungnya atas persetuyjuan Kasatker dan
selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian
dan Perintah Pembayaran.

Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang
Persediaan.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan
Langsungnya.

Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL} untuk tahun berikutnya.

. Tanggungjawab:

1)

2)

Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya
vang ditandatanganinya.

Bertanggungjawab kepada Kasatker atas realisasi keuangan dan
hasil/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja
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3)

yang ditetapkan dalam DIPA, serta mutu hasil/output sesuai yang
direncanakan.
Bertanggungjawab kepada Kasatker.

9. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
a. Tugas:

1)

2)

8)

9)

Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang
Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
Belanja.

Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list

kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan

penerimaan SPP.

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagithan tidak melampaui batas

pagu anggaran.

Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara

lain:

»  Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank).

= Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).

= Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal
penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta
ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna
meyakinkan bahwa tagihan vang harus dibayar belum
kadaluwarsa}.

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai

dengan indikator kinerja yvang tercantum dalam DIPA berkenaan

dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya

dalam rangkap 6 dengan ketentuan:

= Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar.

=  Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran.

»  Lembar keempat disampaikan kepada Petugas
Akuntansi/Verifikasi Keuangan.

» Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan
Tindakan yang Mengakibatkan  Pengeluaran  Anggaran
Belanja/Pembuat Komitmen.

= Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN

terkait.

Menyusun laporan seluruh kegiatan vang dilakukannya sesuai

DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan

Langsungnya.

b. Tanggungjawab:

1)

Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan
perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya
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2)

meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan
tujuan pengeluaran.
Bertanggungjawab kepada Kasatker .

10. Bendahara Penerimaan
(Khusus untuk Satker yang berfungsi sebagai Instansi Pengguna PNBP).

a. Tugas:

1)
2)

3)

4)

6)

Menagih/memungut PNBP yang ada dalam kepengurusan
Instansinya sesuai dengan ketentuan yvang telah ditetapkan.
Menyimpan seluruh vang PNBP yang ada dalam tanggungjawabnya
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menyetorkan seluruh PNBP yang telah dipungut/diterimanya ke
Rekening Kas Negara pada Banlk/Giro Pos sesuai ketentuan yang
berlaku. .

Membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran PNBP yang
ada dalam pengurusan Instansinya berdasarkan bukti-bukti
pungutan dan bukti-buldti penyetoran.
Melaporkan/mempertanggungjawabkan seluruh
pungutan/penerimaan dan penyetoran/pengeluaran berdasarkan
bukti pungut/penerimaan dan bukti penyetoran/pengeluaran
kepada Kasatker melalui Pejabat yang Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara.

Menyampaikan laporan bulanan PNBP kepada Biro Keuangan dan
Bagian Keuangan masing-masing Satminkal.

b. Tanggungjawab:

1} Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara
yvang berada dalam pengurusannya.

2} Bertanggungjawab kepada Kasatker .

11. Bendahara Pengeluaran
a. Tugas:

1}  Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang
dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku
Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.

2}  Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-
GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3} Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
{8PP-UP) yang diajukan oleh Pegjabat Pembuat Komitmen dan
selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran.

4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening
Bendahara.

5} Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya
yvang berada dalam pengurusannya {Brankas) untuk menghindari
terjadinya kerugian negara.

6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi
kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang
berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

7} Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan

Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Satker untuk Belanja Barang (52);
Belanja Modal (53} untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis
Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang,
pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat
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dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan
aset; dan Belanja lain-lain (58}, dapat diberikan pengecualian
untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta
DIPA yvang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan
pembayaran yvang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan
dinas.

8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran /Pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran
tidak terpenuhi.

9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya
kepada masing-masing Instansi yang terkait.

10} Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan
bukti-bukti pembukuan.

11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara kepada:

e KPPN setempat
s BPKRI
¢ Menteri Pekerjaan Umum

b. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara

yvang berada dalam pengurusannya.
3) Bertanggungjawab kepada Kasatker,
12. Penanggungjawab Unit Akuntansi Satuan Kerja

1. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA)

a. Tugas:

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker
sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAl} yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip
Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca sesuail Standar Akuntansi Pemerintah.
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker.
2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
a. Tugas:
1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan
Laporan Kondisi Barang (LKB} Satker sesuai dengan Sistem
Aluntansi Instansi (SAl) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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i3.
a. Tugas:

2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data
Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.

3) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah {(UAPPB-W) beserta Arsip
Data Komputer.

b. Tanggungjawab:

1} Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker.

Petugas e-Monitoring Satuan Kerja

1} Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan mformasi
pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
a} Rekaman DIPA dan POX yang telah disahkan;
b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
c} Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan

realisasi kenangan)

d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
e} Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan

2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data
melalui e-Monitoring on-line.

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.

4] Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai ketentuan.

5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan sesuai ketentuan

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (backup data maupun cetakan)
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker.

LAIN-LAIN

1.

2.

Pejabat Inti Satker tidak dapat merangkap jabatan pada lebih dari 1 (satu)
Satker yang dibiayai dana APBN.

Pejabat Inti Satker yang dibiayai APBN tidak dapat merangkap jabatan
pada Satker yang dibiayai dana APBD.

Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara dan Bendahara
Penerima, berlaku khusus untuk Satker yang telah ditetapkan Menteri
Keunangan sebagai Instansi Pengguna PNBP.

Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara
dan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran
Anggaran Belanja tidak boleh saling merangkap.

5. Kasatker tidak boleh merangkap sebagai Bendahara.
0.

Pejabat Inti Satker dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat maupun
di Daerah.

STRUKETUR ORGANISASI SATEER
Struktur Organisasi Satker Balai/Loka sebagaimana di bawah ini:
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LAMPIRAN 3.a. : PERATURAN MENTERI PEXERJAAN UMUM
NOMOR + 14/PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR PELAKSANA KEGIATAN
SATUAN KERJA NON VERTIRAL TERTENTU (SNVT)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. Atasan Kepala SNVT

a. Tugas:

1) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas
Kepala SNVT, terutama pelaksanaan rencana kerja vang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pembantu Atasan
dan Atasan Langsung Kepala SNVT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Satker.

3} Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Koordinator
Wilayah untuk koordinasi pelaksanaan tugas SNVT melalui
Atasan Langsung/Pelaksana Program.

4} Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan
Rencana Renstra Kementerian.

5) Menetapkan struktur organisasi SNVT.

bh. Tanggungjawab:

1} Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas
Kasatker.

2) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada
di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah
ditetapkan dalam Renstra.

3) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mangacu
kepada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome.

4) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran kepada
Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5) Bertanggungjawab atas keberhasilan kinerja Satker.

2. Pembantu Atasan I Kepala SNVT
a. Tugas:

1)  Membantu Atasan Kepala SNVT dalam melakukan pengawasan
umum terhadap pelaksanaan tugas Atasan Langsung Kepala
SNVT, terutama pelaksanaan rencana Lkerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

2} Membantu Atasan dalam memberikan petunjuk dan arahan
untuk menyelesaikan permasalahan prinsip yang timbul pada
SNVT.

3} Memberikan masukan kepada Atasan Kepala SNVT untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Satker.

4} Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program selaku Atasan
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Kepala SNVT dalam rangka mewujudkan outcome untuk
mencapai tujuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungjawab:

1)

Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT selaku
Penanggungjawab Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang
bersangkutan dalam rangka mewujudkan ouicome sesuai
Renstra.

Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT dalam
membantu menyusunan program yang mengacu kepada Renstra
dalam rangka mewujudkan rencana outcome.

3. Pembantu Atasan Il Kepala SNVT

a. Tugas:

1) Membantu Atasan Kepala SNVT dalam melakukan koordinasi
pelaksanaan tugas Atasan Langsung Kepala SNVT di daerah.

2) Membantu Atasan dalam memberikan petunjuk dan arahan
untuk menyelesaikan permasalahan prinsip yvang timbul pada
SNVT.

3) Memberikan masukan kepada Atasan Kepala SNVT untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Satker.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah

koordinasinya kepada Penanggungjawab Program selaku Atasan
Kepala SNVT dalam rangka mewujudkan outcome untuk
mencapai tuyjuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungjawab:

1y

Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT selaku
Penanggungjawab Program/Pejabat Eselon I unit kerja vang
bersangkutan dalam rangka mewujudkan outcome sesuai
Renstra.

Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT dalam
membantu penyusunan program yang mengacu kepada Renstra
dalam rangka mewujudkan rencana outcome.

4. Atasan Langsung Kepala SNVT

a. Tugas:

1} Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
SNVT yang berada di bawah koordinasinya.

2) Menetapkan Pembantu Pejabat Inti Satker.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang
diselenggarakan oleh Kepala SNVT.

4} Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi kenangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
output SNVT.

5) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke SNVT.

6) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk
mengatasi permasalahan yang mungkin timbul pada SNVT.

7} Melakukan koordinasi dengan Satker untuk kelancaran

pelaksanaan tugas SNVT,
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8) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka
mencapai tujuan Renstra Kementerian.

b. Tanggungjawab:

1} Bertanggungjawab atas terwujudnya tertib pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan DIPA.

2} Bertanggungjawab Lkepada Atasan Kepala SNVT selaku
Penanggungjawab Program/Pejabat Eselon | terkait dalam rangka
mewujudkan keberhasilan program sesuai DIPA.

5. EKepala SNVT

a. Tugas:

1} Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

2} Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling
kurang di website PU net.

3} Menetapkan Pejabat Pengadaan.

4} Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

35) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.

6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.

7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

9] Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam
bentuk hardcopy dan softcopy.

10} Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam
bentuk hardeopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing
Unit Kerja Eselon 1.

11y Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk
Pelaksanaan apabila diperlukan.

12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

13) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat
Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.

15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya
sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan
Langsungnya.

16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM.

17} Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
(dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen).

18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
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19} Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk
dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20) Menyusun usulan Rencana Keglatan BSatker Tahunan yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL} untuk tahun berikutnya.

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana
kerja yang tertuang dalam DIPA.

2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker
yang membebani APBN.

3) Bertanggungjawab atas Lkebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam
hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

4} Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
keluaran/output yang telah ditetapkan.

5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker.

6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang
dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7} Bertanggungjawab  kepada  Pengguna  Anggaran  melalui
Atasan/Atasan Langsung /Penanggungjawab Program.

6. Pejabatl Pembuat Komitmen
a. Tugas:

1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS), dan Rencana Kontrak.

)} Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
) Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja.
4} Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

)

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kasatker.

7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada
Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.

8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap
triwulan,

9} Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
apabila diperlukan.

11} Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak,
apabila diperlukan.
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b.

12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila
diperlukan.

menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pithak penyedia barang/jasa;
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kasatker;

menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui
Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan
softcopy;

Menandatangani pakta integritas;

Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan
cdalam DIPA.

Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan
dinas).

Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan
vang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya
maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara
swakelola.

Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita
Acara Pemeriksaan Barang.

Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran
Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara
swakelola.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta
dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan
selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran.

Mengajukan  tagihan  pembayaran  kepada Bendahara
Pengelnaran untuk pembayaran yang membebani Uang
Persediaan.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker.

Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.

Tanggungjawab:
1} Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat vyang

timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya

yvang ditandatanganinya.
2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output

kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan
dalam DIPA.

3) Bertanggungjawab kepada Kasatker.
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7.

Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
a. Tugas:

1)

o

8)

9)

Menerima  berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang
Melakukan Tindakan vang Mengakibatkan Pengeluaran
Anggaran Belanja.

Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list

kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan

penerimaan SPP.

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas

pagu anggaran.

Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara

lain :

a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank).

b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).

c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal
penarikan dana vyang tercantum dalam DIPA serta
ketepatannya terhadap jadwal waktu  pembayaran guna
meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum
daluwarsa).

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai

dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan

dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya

dalam rangkap 6 dengan ketentuan :

a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar.

b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat vang
Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

¢} Lembar keempat disampaikan kepada Petugas
Akuntansi/Verifikasi Kenangan.

d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan
Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
Belanja/Pembuat Komitmen.

e} Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN

setempat.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai

DIPA dan meyampaikannya kepada Kepala SNVT selaku Atasan

Langsungnya.

b. Tanggungjawab:

1)

Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan
perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya
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2)

meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan
tujuan pengeluaran.
Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

8. Bendahara Pengeluaran
a. Tugas:

1

S)

6)

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang
dilaksanakan SNVT pada Buku Kas Umum (BKU), Buku
Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.

Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-
GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(8PP-UP) vang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran.

Menandatangani SPP-LS yvang pembayarannya melalui Rekening
Bendahara

Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya
yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari
terjadinya kerugian negara.

Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan
meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan
yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas
persetujuan  Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja SNVT untuk
Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor
tim, Alat Tulis Kantor (ATK), peralanan dinas, biaya
pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58),
dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang
kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh
melebihi Rp. 20.000.000,- {dua puluh juta rupiah), kecuali untuk
pembayaran honor dan perjalanan dinas.

Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat  Yang  ditunjuk  apabila  persyaratan
pembayaran tidak terpenuhi.

Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya
kepada masing-masing Instansi yang terkait.

10} Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan

bukti-bukti pembukuan.

11} Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ)

bendahara kepada :
¢ KPPN setempat
e BPK RI
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» Menteri Pekerjaan Umum
b. Tanggungjawab:
1} Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
2} Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara
vang berada dalam pengurusannya.
3) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

9. Penanggungjawab Unit Akuntansi SNVT

1. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA)

a. Tugas:

1} Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT
sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W),

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon [ (UAPPA-E1) beserta
Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggungiawab:
1} Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2} Bertanggungijawab kepada Kepala SNVT.

2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)}

a. Tugas:

1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem
Akuntansi Instansi (SAl) vyang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna  Anggaran (UAKPA} beserta Arsip Data
Komputer (ADK} untuk penyusunan neraca secara tepat
walktu.

3) Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip
Data Komputer.

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan
LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

10. Petugas e-Monitoring SNVT

a. Tugas:
1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi
pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
b} Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
c} Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan
realisasi keuangan)
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d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
e} Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan

2] Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data
melalui e-Moniforing on-line.

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.

4} Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai ketentuan.

5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan sesuai ketentuan

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (backup data maupun cetalan)
2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

LAIN-LAIN

1. Pejabat Inti Satker tidak dapat merangkap jabatan pada lebih dari 1
(satu) Satker yang dibiayai dana APEN.

2. Pejabat Inti Satker vang dibiayai APBN tidak dapat merangkap jabatan
pada Satker yang dibiayai dana APBD.

3. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran,
Bendahara dan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja tidak boleh saling merangkap.

4. Kasatker tidak boleh merangkap sebagai Bendahara.

5. Pejabat Inti Satker dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat

maupun di Daerah.

STRUKTUR ORGANISASE SATEER

Struktur Organisasi Satker Non Vertikal Tertentu sebagaimana terlampir di
hawah ini.
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LAMPIRAN 4.1 : PERATURAN MENTERI PEEERJAAN UMUM
WOMOR : 14 /PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

KEBIJAEKAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEBLJARAN UMUM

a.

Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan
perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan
rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia vang aman dan damai,

Pembinaan penyelengearaan infrastruktur mendukung otonomi
daeralh dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk
mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis,

Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk
mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan,
mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah,
meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan
mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang
lebih sejahtera.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang dilaksanakan melalui beberapa aspek dalam
penyelenggaraan penataan ruang, vaitu aspek pengaturan penaiaan
ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang,
pengawasan penataan ruang dan pembinaan manajemen penataan
ruang.

2

Kebijakan terkait pengaturan penataan ruang merupakan upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan masyarakat dalam penataan ruang yaitu dengan mempercepat
penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan
kriteria bidang penataan ruang.

Kebijjakan terkait pembinaan penataan ruang merupakan upaya
peningkatan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdiri dari
beberapa kebijakan sebagai berikut:

1) Mengefektiflkan pembinaan dalam pelaksanaan penataan ruang,
termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penataan ruang oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan
berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta
sinergi dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang;

3) Melaksanakan sosialiasi atas berbagai peraturan perundangan
yang telah dihasilkan, seperti Undang-Undang, Peraturan
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Pemerintah dan Peraturan Presiden serta Pedoman-pedoman di
bidang penataan ruang;

4) Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa
memiliki  (ownership) seluruh  pemangku kepentingan dalam
percepatan penyelesaian produk pengaturan;

5) Percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kebijakan terkait pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya
pencapalan fujuan penataan ruang melalui perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
terdiri dari beberapa kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan
strategis nasional yang mendorong keterpaduan pembangunan
infrasiruktur wilayah dan implementasi program pembangunan
daerah;

2) Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayahdi
berbagai aras spasial, dengan penjurunya pembangunan
infrastruktur Pekerjaan Umum, permukiman dan pembangunan
daerah;

3) Mewujudkan mekanisme penyelenggaraan penataan ruang dalam
pembangunan infrastruktur nasional sebagai upaya mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4} Operasionalisasi RTRWN pada kawasan strategis nasional;

5} Meningkatlkan pengendalian pemanfaatan ruang di  provinsi,
kabupaten, dan kota.

. Kebijakan terkait pengawasan penyelenggaraan penataan ruang
merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat
diwnjudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
terdiri dari beberapa kebijakan pengawasan sebagai berilcut:

1) Mengefektifkan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan
ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penataan ruang oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan
berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2) Meningkatkan efektifitas pengawasan, kinerja pengaturan,
pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang melalui kegiatan
pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang baik di tingkat
nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

. Kebijakan terkait manajemen penyelenggaraan penataan ruang
merupakan upaya pemberian dukungan manajemen dalam
penyelenggaraan penataan ruang vang terdiri dari beberapa
kebijakan sebagai berikut:

1) Mewujudkan organisasi yang handal serta perencanaan
pemrograman yang sinergis;

2) Mengembangkan SDM yang professional serta menghasilkan
produk yang berkualitas dan informasi yang mutakhir dalam
pelalkksanaan tugas;
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3) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun
citra organisasi yang positif;
4) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta

sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis
pelaksanaan penataan ruang;

5) Mendapatkan Lkomitmen berbagai pemangku kepentingan
termasuk masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bumber Daya Alr

a.

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan
keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan
hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara
pengelolaan demand dan supply, serta antara pemenuhan
kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;

Pengembangan dan penerapan sistem conjunclive use antara
pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan;

Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air
diimbangi dengan upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan yang
lebih bersifat quick yielding;

Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk
melestarikan kuantitas air, tetapi juga diarahkan untuk memelihara
kualitas air;

Pembangunan tampungan air berskala kecil akan lebih
dikedepankan, sedangkan pembangunan tampungan air dalam skala
besar perlu pertimbangan yang lebih hati-hati karena menghadapi
masalah vang lebih kompleks, terutama terkait dengan isu sosial dan
lingkungan;

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air

irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya:

1) Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan jaringan reklamasi rawa
yvang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, dilakukan hanya
pada areal yang ketersediaan ailmya terjamin dan petani
penggarapnya sudah siap,

2) Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dan rehabilitasi
rawa pada daerah reklamasi rawa yang mengalami kerusakan,
diprioritaskan pada daerah lumbung padi,

3) Skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan
lahannya,

Pendayagunaan sumber daya alr untuk pemenuhan kebutuhan air
balku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah
tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan
wilayah strategis;

Pengendalian daya rusak air:

1) Identifikasi dataran banjir dan pengaturan peruntukannya,
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k.

m.

2) Penetapan Sempadan sungai dan pengendalian kualitas air pada
sumber air,

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara
pemilik kepentingan secara berkelanjutan,

4) Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk pacidt
dan wilayah strategis,

5) Pengamanan pantai dari abrasi dan erosi terutama dilakukan
pada pulau-pulau kecil di daerah perbatasan, serta pusat kegiatan
ekonomi dan fasilitas umum di sepanjang pantati,

Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing pemilik kepentingan;

Dalam upaya memperkokoh civil society, keterlibatan masyarakat,
BUMN/D dan swasta terus didorong;

Pengembangan modal sosial dilakukan dengan pendekatan budaya,
terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local
wisdom) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat Indonesia
untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur;

Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi
sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara
berkesinambungan,

Pemulihan pelayanan sumber daya air di daerah-daerah yang terkena
bencana.

Bina Marga

Kebijakan operasional dalam rangka penyelenggaran jalan meliputi
aspeck-aspek sebagai berikut :

a.

dalam aspek pengaturan, mencakup antara lain penetapan fungsi
jalan arteri primer atau kolektorprimer; penetapan status jalan
nasional; dan penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional.

. dalam aspek pembinaan,mencakup terutama peningkatan tertib

penyelenggaraan jalan melalui perkuatan institusi untuk menunjang
kegiatan manajemen preservasi jalan;peningkatan kompetensi dan
kapasitas aparatur;akreditasi laboratorium atau sarana
pengujian/penelitian; penyusunan dan legalisasi NSKP; danfasilitasi
penyelenggaraan jalan daerah,

dalam aspek pembangunan, mencakup terutama peningkatan fungsi
prasarana jalan dalam melayani lalu lintas jalan, antara lain dengan :

1} mengutamakan penanganan preservasi jalan untuk memper-
tahankan kinerja jalan melaluipenanganan pemeliharaan rutin
atau berkala dan perkuatan struktur; dukungan bahandan
peralatan; penerapan fungsi Kasatker/PPK sebagai manajer ruas,
yang bertanggungjawab atas kondisi pelayanan jalan;
danpenunjukan penilik jalan untukmengamati pemanfaatan dan
kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;

2) melaksanakan kegiatan penanganan tanggap darurat dan pasca
bencana untuk upaya pengembalian kondisi pelayanan jalan,
serta penanganan segmen rawan kecelakaan untuk upaya
peningkatan keselamatan jalan;

3) melaksanakan pelebaran, peningkatan struktur, atau pemba-
ngunan jalan baru yang berwawasan lingkungan dalam rangka
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meningkatkan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan
wilayah dankawasan strategis, kawasan potensial, atau daerah
terpencil;

4) menyelenggarakan pengembangan jaringan jalan tol, dalam
bentuk penyediaan atau fasilitasi pengadaan lahan;

5) melaksanakan penyusunan program dan anggaran berdasarkan
rencana penyelenggaraan jalan berkelanjutan serta penyusunan
rencana teknis yang berwawasan lingkungan dan
berbasiskeselamatan jalan.

dalam aspek pengawasan,mencakup peningkatan efektivitas pengen-
dalian fungsi dan manfaat prasarana jalan serta pengawasan dan
evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan melalui penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

Cipta Karya

a.

Meningkatkan pembangunan prasarana (infrastruktur) permukiman
di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan
permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, segjahtera,
berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk
memperkuat pengembangan wilayah.

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas
pemerintah  daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pembangunan unfrastrulktur permukiman,
termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan
perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.

. Menyediakan infrastruktur = permukiman bagi kawasan

kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau
kecil terluar, daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi
masyarakat miskin dan rawan air.

Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan
penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektil dan
sumber daya manusia yang profesional, serta pengembangan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dengan menerapkan prinsip good
governance.

BP Konstruksi

Pembinaan Jasa Kontruksi Kepada pemerintah daerah provinsi,
pemerintahan  daerah  kabupaten/kota dan masyarakat, yang
dilaksanakan melalui :

a.
b.

Koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi,

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman
subbidang pembinaan Jasa Kontruksi;

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pembinaan Jasa Konstruksi;

d. Pembinaan usaha dan kelembagaan;

Pembinaan sumber daya investasi;
Pembinaan penyelenggaraan konstruksi;
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m.

Pembinaan teknik konstruksi;
Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;
Pembinaan dan pengembangan;

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembinaan jasa
konstruksi;

Penyebarluasan informasi pembinaan Jasa Konstruksi kepada
masyarakat dan Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab
Masyarakat;

Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan
pembinaan Jasa Konstruksi di dacrah;

Pengawasan terhadap outcome dan manfaat penyelenggaraan
pembinaan Jasa Konstruksi dan kinerja pemenuhan standar
pelayanan minimal subbidang pembinaan Jasa Konstruksi.

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

a.
b.

Penanggung jawab program adalah Pejabat Eselon I terkait,

Perencanaan jangka menengah dan tahunan beserta perubahannya
dilakukan oleh Pejabat Eselon [ terkait dengan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Jenderal dengan Lketentuan dan mekanisme yang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menterl tentang
Petunjuk Penyusunan dan Perubahan Perencanaan, Pemrograman
dan Penganggaran Kegiatan Kementerian sebagai kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, memberikan
masukan, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
perencanaan dan pemrograman.

PENGANGGARAN

a.

Proses program dan anggaran tahunan sampai terbitnya dokumen
anggaran (DIPA) beserta perubahannya yang dilaksanakan di pusat
dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I terkait dengan dikoordinasikan
oleh Sekretariat Jenderal dengan ketentuan dan mekanisme yang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang
Petunjuk Penyusunan dan Perubahan Perencanaan, Pemrograman
dan Penganggaran Kegiatan Kementerian sebagai kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini,

Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, mengikuti,
dan menugaskan stafnya untuk melaksanakan penyusunan
dokumen penganggaran,

Perencanaan/penganggaran/penyusunan RKA-KL wajib
menggunakan Bagan Akun Standar (PMK.91/2007 berikut
perubahannya), kapitalisasi (KMK.01/2001), dan Elemen-elemen
RKA-KL pada Lampiran 1.c.3., dengan ketentuan bahwa Sub
Komponen adalah Paket Pekerjaan (batk swakelola maupun
konktraktual).

PELAKSANAAN

a.

Ui

1) Pelaksana Satker harus dapat menjaga mutu hasil pelaksanaan
pekerjaan di lapangan, sesuai dengan spesifikasi dan umur
rencana yang telah ditentukan,

59




1)

7)

Pelaksana Satker harus selalu berkoordinasi dengan unit
perencanaan dan pengawasan Teknik, guna mengoptimalkan
produk perencanaan dan pengawasan pelaksanaan, serta untuk
mendapatkan jenis penanganan yang paling sesuai dan optimal,
Kasatker secara berkala menyampaikan laporan kepada Unit
Kerja Eselon 1 terkait (sesuai Lampiran 1l.e.), sebagai masukan
dalam rangka penilaian keluaran Satker dan penyusunan
program pada tahun berikutnya.

. Referensi Pelaksanaan

Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang
Bagan Akun Standar dan perubahannya,

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Naskah Perjanjian
Pinjaman Luar Negeri, seperti Loan Agreement, Appraisal Report,
Aide Memoire, Memorandum Project, Project Management Manual
(PMM),

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan No. Per-66/Pb/2005 tentang Petunjuk Teknis
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN serta
perubahannya Nomor PER-11/PB/2011,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007
tentang Pedoman Umum Pemeriksaan, dan

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan lain yang terkait.

. Rencana Kerja

1)

Pelaksana Satker agar memperhatikan/mentaati peraturan

perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian

Satker, dengan mengikuti prinsip:

v Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan,

v Efektif, terarah, dan terkendali, sesuai dengan rencana
program kegiatan serta fungsi Kementerian,

v' Mengutamakan Peningkatan Penggunaan Barang / Jasa
Produksi Dalam Negeri memperhatikan kemampuan dan
potensi yang ada.

Satker harus mempunyai rencana kerja tahunan yang rinci,
komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan
Satkernya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup:

v Jadwal kegiatan utama,

v Personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut,
v Prosedur pelaksanaan kegiatan,

v Dan lainnya yang diperlukan.
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d. Pengadaan Barang dan Jasa

&.

1)

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, Kasatker agar
mempedomani peraturan perundangan dan ketentnan yang
herlalu, antara lain :

v UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,

v PP No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi dan PP No. 4 Tahun 2010 tentang perubahan
atas PP No. 28 tahun 2000,

v PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan .Jasa
Konstruksi dan PP No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP
No. 29 tahun 2000,

v Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

v Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011,
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstrulsi dan Jasa Konsultasi,

v Permen, Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan laimnya
yang terkait, yang dikeluarkan oleh Kementerian (termasuk
Kimbangwil/ Kimpraswil} yang masih berlaku,

Bagi Satker yang mendapatkan dana Pinjaman Luar Negeri, tetap
mengikuti sebagaimana diuraikan dalam butir (1} sepanjang
tidak bertentangan dengan NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman
dan Hibah Luar Negeri), dan apabila terdapat perbedaan dengan
ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yvang berlaku bagi pemberi
PHLN, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang
akan dipergunakan.

Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan
secara elektronik (baik semi maupun full e-procurement.

Pelaikcsanaan Fisily

Pelaksana Satker harus:

1)

Merancang sistem manajemen pelaksanaan yang sesuai dengan
situasi, kondisi, dan sumber daya yang ada pada paket pekerjaan
yang bersangkutan serta menerapkan Sistem Manajemen Mutu
dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3)
yvang sesuai, schingga hasil pekerjaan dapat dijamin sesuai
dengan mutu, biaya, dan waktu yvang telah ditetapkan serta nihil
kecelakaan kerja,

Menyiapkan administrasi keuangan, surat keputusan dan
struktur organisasi termasuk personil pelaksana kegiatan,

Menyiapkan rencana kerja dengan memperhatikan ketentuan
mengenai kewajiban mengutamakan Peningkatan Penggunaan
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan perluasan kesempatan
usaha bagi usaha kecil, lembaga swadaya masyarakat serta
masyarakat setempal,

Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan Koordinator
Wilayah /Atasan Langsung/Atasan,
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5) Berkoordinasi dengan unit perencanaan dan pengawasan teknis
guna mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan yang akan
dilaksanakan,

6) Melakukan penyebarluasan/sosialisasi kegiatan Satker kepada
masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pengawasan Teknik/Pengendalian

Kasatker harus:

1) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan agar
pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan mutu, biaya,
dan waktu vang telah ditentukan, tidak terjadi kecelakaan kerja
serta tercapainya tertib administrasi,

N

Melaporkan secara periodik tentang hasil kemajuan pelaksanaan
pekerjaan,

3) Menyusun metoda dan melaksanakan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, schingga didapat jaminan
tidak terjadi kecelakaan kerja dan terpenuhinya kualitas (Quality
Assurance) pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan,

4) Selaku penanggung jawab keuangan, melaksanakan pembayaran
sesuai dengan ketentuan batasan walktu yang berlaku dan dengan
mengupayakan sisa anggaran seminimal mungkin,

5) Memeriksa DIPA dan POK yang diterima dan membandingkan
dengan keadaan lapangan. Apabila dijumpai ketidaksesuaian dan
diperlukan revisi, agar segera diproses revisinya sesuai ketentuan
yang berlaku, '

6) Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada
Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan yang berlaku,

7) Memberikan laporan perihal realisasi penerimaan Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (PHLN), khususnya yang mendapat Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas/Kepala bappenas
No.4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, pengajuan
Usulan , Penilaian, pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang
dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

8} Menetapkan petugas pemantauan dan pelaporan  yang
bertanggung jawab terhadap terselenggaranya  monitoring
pelaksanaan Satker yang ditembuskan kepada Pejabat Esclon I
terkait.

. Penerimaan Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat
yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan mencrima
hasil pekerjaan.
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PEMBINAAN TEENIK

a.

b.

Pembinaan Teknik terhadap Satker dilakukan oleh unit-unit kerja
yvang ada di Kementerian.

Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, memfasilitasi,
dan menugaskan stafnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
pembinaan teknis.

PENGAWASAN

a.

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Satker dilakukan melahu
Penerapan Sistemn Pengendalian Internal oleh Atasan
Langsung/Atasan, pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), dan pemeriksaan cksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butr

a, Kasatker harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan
data/informasi yang dibutuhkan.

MONITORING DAN PELAPORAN

a.

Untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan sebagai bahan
pengambilan keputusan di Tingkat Pusat, Kasatker harus
melaksanakan pelaporan secara teratur, tepat waktu, lengkap, dan
faktual dengan mengacu pada semua format/standar yang
dikeluarkan oleh Kementerian maupun Unit Kerja Eselon 1 terkait
melalui e-Monitoring.
Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBN, para
Kasatker diwajibkan menyampaikan ke UAPPA/B-W dan UAPPA/B-
Bl
e Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program
SAl yang terdiri dari SAK dan SIMAK BMN dalam bentuk hard
copy dan soft copy yang dilampiri dengan SPM yang telah diberi
cap “telah diterbitkan SP2D tanggal ....... ceeee. dan nomor
32

e Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca enam bulanan
menggunakan program SAI yang dilampiri Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Kasatker ,

» Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahunan menggunakan
program SAl yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kasatker dan Catatan atas Laporan Keuangan,

KELEMBAGAAN

a.

.

Struktur Organisasi

Organisasi Satker, sesuai dengan Lampiran l.a. tentang Tugas dan
Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri ini.
Manajemen Aset

Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. '

Manajemen Sumber Daya Manusia
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1} Kasatker harus memanfaatkan SDM yang ada di lingkup tanggung
jawabnya agar dapat bekerja dengan efektif dan elisien,

2} Kasatker harus mengupayakan peningkatan kualitas SDM di
lingkungannya melalul  program-program  pendidikan  dan
pelatihan vang disediakan oleh Kementerian.

Pengarsipan

1) Kasatker harus mengarsipkan seluruh dokumen penyelenggaraan
kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang
berlalk,

2) Kasatker mengendalikan penyedia jasa agar menyerahkan Gambar
Hasil Pelaksanaan (As Built Drawing) tepat waltu,

3) Kasatker Tharus memeriksa dan  mengevaluasi Gambar
Pelaksanaan, agar dijamin bahwa Gambar Pelaksanaan tersebut
adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd
DJORO KIRMANTQO

Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukwm,

,/‘

[.smtmo
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LAMPIRANW 4.2, : PERATURAN MENTERI PERERJAAN TTMUM
NOMOR s LA /PRT/M/ 2011
TANGGAL : 14 November 2011

EERANGEA PETUNJUK OPERASIONAL EEGIATAN

Petunjuk Operasional Kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I sebagai
penanggung jawab program sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai
berikut:

£

Dasar Hukum
Bab ini berisi Peraturan, Kebijakan pelaksanaan kegiatan di masing-masing
Subbidang atau Unit Kerja Eselon I dan Daerah.

Pengadaan Barang dan Jasa

Bab ini berisi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku khusus,
misalnya Cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan PHLN, maupun
persyaratan-persyaratan vang harus dipenuhi sebelum  dilakukan
pengadaan.

Rencana Herja
Bab ini berisi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan
DIPA dan Rencana Penyerapan.

Pengawasan Teknis dan Pengendalian

Sub bab ini berisi Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pejabat Pembuat
Komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya termasuk Revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan {POK).

Penilaian dan Penerimaan Pekerjaan
Sub bab ini berisi Tata Cara penilaian dan Penerimaan Pekerjaan.

Pembayaran
Sub bab ini berisi Tata Cara Pembayaran.

Pemantauan dan Pelaporan.
Sub bab ini berisi Tata Cara Pemantauan dan Pelaporan khusus yang
berlaku di Unit Organisasi.

LAMIPIRAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN:

1.

(IR SR o

Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian yang ditanda-
tangani Pejabat Eselon I;

Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kasatker;

Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kasatker;

Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang ditanda-tangani Kasatker;

Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun yang
ditanda-tangani Kasatker

Lampiran 6 - Daftar Laporan yang Wajib Dibuat dan Dilaporkan oleh
Kasatker.

Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegilatan Yang Wajib Dibuat dan
Dilaporkan oleh Kasatker.
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CATATAN TENTANG PENYIAPAN DAN PENGESAHAN POX :

POK disiapkan oleh Kasatker, dengan mengacu kepada kerangka umum POK
tersebut di atas,

Setelah diperiksa dan disetujui oleh unit kerja Eselon 1 terkait, POK tersebut
disahkan oleh Pejabat Eselon | terkait selaku Atasan Satker.

I (Satu) rekaman POK yang telah disahkan tersebut disampaikan ke unit
kerja Eselon I terkait dan 1 (satuj rekaman POX disampaikan ke Sekretariat
Jenderal cg. Biro Perencanaan dan KLN.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
ted
o _ . DJOKO RIRMANTO
Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Bire Huloam,

™~ "kﬁks’ﬁwk_/_,-&m,&%

[smono
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LAMPIRAN 5. : PERATURAN MENTERI PERERJAAN UMUM
NOMOR : 14/PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN CONTOH ADMINISTRASI KEGIATAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN
Penetapan Pejabat Satuan Kerja

A.

Penerbitan Surat Edaran Menteri

Setiap akhir Tahun Anggaran Menteri menerbitkan Surat Edaran
tentang Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya yang berisi tentang
Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian termasuk
menetapkan Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat
Inti Satker sampai dengan mekanisme pengusulan jika diperlukan.
Penetapan Pejabat Inti Satuan Kerja

Mengacu pada butir a di atas Pejabat Eselon I terkait mengajukan
usulan/perubahan pejabat inti Satker kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal dengan mengacu kepada PERSYARATAN
PERSONIL PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN.
Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja

Pembantu Pejabat Inti Satker ditetapkan oleh Atasan Langsung
Kasatker atas nama Pejabat Eselon | terkait.

Pejabat Pelaporan

Pejabat Pelaporan ditetapkan oleh Atasan Langsung Kasatker atas
nama Pejabat Eselon I terkait.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Kewajiban satker terkait penggunaan rekening Satker:

1.

Setiap satker yang akan membuka rekening bendahara penerimaan
dan/atau bendahara pengeluaran wajib mendapat persetujuan dari
KPPN setempat selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);

Terhadap rekening bendahara penerimaan dan/atau rekening
bendahara pengeluaran dan rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu, harus dimintakan persetujuan ke KPPN setempat selaku
kuasa BUN.

Pelaksanaan pembayaran APBN pada Satker terdiri dari pembayaran
melalui Uang Persediaan (UP) dan pembayaran secara Langsung (LS},
dengan tahapan :

a.
b.

Pengajuan SPP oleh Kasatker / Pejabat Pembuat Komitmen;

Penerbitan SPM oleh Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah
Pembayaran;

Penerbitan SP2D oleh Kepala KPPN terkait.

I1.1. Jenis Pembayaran.

a. Pembayaran Melalui UP

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah
tertentu  yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada
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Bendahara Pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

Jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP yaitu:
1). Belanja Barang (52);

2). Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis
Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang,
pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka
perolehan aset.

3). Belanja lain-lain (58)

Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian
untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah
serta DIPA vyang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
setempat.

UP dapat diberikan dalam batas-batas sbb:

1. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai
dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

2. 1/18 (satu per delapan belas} dari pagu DIPA menurut
klasifikasi belanja vyang dijjinkan untuk diberikan UP,
maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu
diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta
rupiah);

3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut
klasifikasi belanja vang diijjinkan untuk diberikan UP,
maksimal Rp. 200.000.000 {dua ratus juta rupiah) untuk
pagu di atas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta
rupiah);

4. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi
belanja barang dan belanja lain-lain yang dijjinkan untuk
diberikan UP, maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar
rupiah)

Pengisian kembali UP tersebut dapat diberikan apabila dana UP
telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang
diterima.

Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dapat menunjuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam hal terdapat
kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan
Bendahara Pengeluaran. Dalam hal diangkat BPP maka
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Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung
jawab pengelolaan uang kepada BPP, dan secara operasional
bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran (BP).

Pembayaran Langsung {LS)

Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran
yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dan
atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan Barang/jasa
yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

i1.2. Mekanisme Pembayaran
Mekanisme pembayaran meliputi:

L.
2.

Pembayaran melalui UP;
Pembayaran LS.

Pembayaran dengan UP/TUP/GUP dan LS melalui tahapan proses
sebagai berikut:

i

Proses Pengajuan SPP;

2. Proses Pengujian SPP dan Penerbitan SPM;
3.
4

. Proses Penyelesaian Tagihan

Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN.

Proses Pengajuan SPP

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Kasatker
atau dapat didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan
kepada Pejabat vang Melakukan Pengujian dan Perintah
Pembayaran.

Format SPP {format 1) dan kelengkapan persyaratan diatur sbb :

A. 8PP -UP/TUP/GUP
1. SPRPUP

SPP UP merupakan surat pernyataan darn Kuasa

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang

menyatakan bahwa UP tidak untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus
dengan LS.

Persyaratan pengajuan SPP-UP:

e Permohonan yang diisi oleh Bendahara Pengeluaran
dilampiri daftar rincian penggunaan UP,;

e Daftar Rincian Penggunaan UP kebutuhan 1 (satu)
bulan yang bersifat mengikat dan penggunaannya
sesuail rencana;

e Surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan harus LS;

¢ Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
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2. SPPTUP
SPP TUP merupakan rincian penggunaan dana tambahan

- 1

ang persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau

Pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk

k

ebuittthan mendesak,

Persyaratan SPP TUP sebagai berilut :

a.

C.

3. 8

Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang
Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau
Pejabat yvang ditunjuk.

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran

atau Pejabat yang ditunjuk bahwa :

1} Dana tambahan UP tersebut akan digunakan
untuk keperluan mendesak dan akan habis
digunakan dalam waktu satu bulan terhitung
sejak tanggal diterbitkan SP2D;

2} Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan
ke Rekening Kas Negara;

3) Dana TUP tidak untuk membiayai pengeluaran
vang seharusnya dibayarkan secara langsung.

Rekening Koran yang menunjukkan saldo teralkhir.

PP-GUP

Persyaratan Pengajuan SPP-GUP yang diperlukan:

1.
2.
3.

Kuitansi/tanda bukti pembayaran (format 2)
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja {format 3).

Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah dilegalisir oleh
Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat vyang
ditunjulk.

SPP untuk pengadaan Tanah
Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dilaks

anakan melalui mekanisme pembayaran langsung (L3).

Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS,

dapat
Penga

dilakukan melalui UP/TUP.
turan mekanisme pembayaran adalah sbb:

a. SPP-LS (pembayaran langsung)

1)

Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah
yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/
kota;

Fotocopy bukti kepemilikan tanah;

Kuitansi;

SPPT PBB tahun transaksi;

Surat persetujuan harga;

Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak
dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di
hadapan PPAT;

SSP PPh final atas pelepasan hak;
surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).
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. SPP-UP/ TUP

1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu)

b

o]

hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik
tanah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran {PA).

Pengadaan tanah yang lhuasnya lebih dari 1 {satu)
hektar dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan
Tanah di kabupaten/kota setempat dan dilengkapi
dengan daftar nominatif pemilik tanah yang
ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh
Panitia Pengadaan Tanah (PPT).

Pengadaan tanah yang pembayarannya dilakukan
melalui UP/ TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin
dispensasi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan /Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sedangkan besaran uangnya harus
mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang
berlaku.

SPP - 18

Dalam mengajukan SPP-LS diperlultan dokumen sebagai

berikut:
1. Belanja Pegawali:
a. Kuitansi (format 4);

b. Daftar Belanja Pegawal Gaji, Uang Makan, Lembur,

Vakasi (Honor tetap dan tidak tetap);
c. Surat Setoran Pajak (SSP);

d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Format

26).
Dalam pengajuan SPP-LS belanja pegawai untuk:

1} Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan
gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas, dilengkapi

dengan:

e Daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan

gaji/gajl terusan/ uang duka wafat/tewas;
s SK CPNS
e SK PNS
¢ SK Kenaikan pangkat
o SK jabatan
o Kenaikan gaji berkala
¢ Surat pernyataan pelantikan
¢ Surat pernyataan masih menduduki jabatan
e Surat pernyataan melaksanakan tugas
s Datftar keluarga (KP4)
e Fotocopy surat nikah
e Fotocopy akte kelahiran
e SKPP
¢ Daftar potongan sewa rumah dinas
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2.

4)

Non

e Surat keterangan masih sekolah/ kuliah
e Surat pindah

e Surat kematian

¢ SSP PPh pasal 21

¢ Daftar Rekening Pegawai

Kelengkapan dokumen di atas digunakan sesuai
peruntukannya

Pembayaran Uang makan harus dilengkapi dengan:

e Daftar pembayaran perhitungan uang makan
yvang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk dan
Bendahara Pengeluaran Satker yang
bersangkutan.

¢ Daftar hadir Kerja.

e Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

e SSP PPh Pasal 21

Pembayaran lembur harus dilengkapi dengan:

e Daftar pembayaran perhitungan lembur yang

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejapat Pembuat Komitmen dan
Bendahara Pengeluaran Satleer yang
bersangkutan.

s Surat perintah kerja lembur

e Daftar hadir kerja

o Daftar hadir lembur

e SSP PPh pasal 21

o Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(Format-26)

Pembayaran honor/Vakasi harus dilengkapi dengan:

¢ Surat keputusan pemberian honor/ vakasi

o Daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi
vang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan
Bendahara Pengeluaran Satker vang
bersangkutan

e SSP PPh pasal 21

Belanja Pegawai

Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa

o Surat Permintaan Penawaran (format 5);
¢ Surat Penawaran Harga (format 6);

e Berita Acara Hasil FBEvaluasi, Klarifikasi, dan
Negosiasi Penawaran Harga (format 7);

¢+ Usulan Penetapan Calon Pemenang Penyedia
Barang dan Jasa (format 8);

¢ Surat Penetapan Pemenang (format 9);
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¢ Surat Perintah Kerja/Kontrak yang
mencantumkan nomor rekening rekanan {format
10}

¢ Surat Perintah Mulai Kerja (format 11};

e Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan {format 12);

¢ Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (format
13);

¢ Permohonan Pembayaran {format 14)

e Berita Acara Pembayaran (format 15);

o PFaktur Pajak beserta SSP {flormat 16 dan 17)

e Jaminan  Bank  {(untuk  pekerjaan  vang
dilaksanakan dengan kontrak). (format 18)

¢ Ringkasan Kontrak {format 19dan 20}.

Pembayaran Biaya Langganan Dayva dan Jasa

¢ Bukti Tagihan Daya dan Jasa (kuitansi dan
daftar).

s Nomor Rekening pihak ke Tiga {antara lain : PLN,
PAM, Telkom).

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa
belum dapat dilakukan secara LS, maka satker yang
bersangkutan dapat melakukan pembayaran melalui
UP.

Pembayaran Belanja Perialanan Dinas
1) Uang Muka/Panjar
e  Surat Perintah Tugas
o Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
e Kuitansi perjalanan Dinas
e Daftar rincian perjalanan dinas
2}  SPPD Rampung
e Surat Perintah Tugas (SPT)
e Daftar Rincian Perjalanan Dinas
¢ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
o Kuitansi

e Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke
terminal/stasiun/bandara/pelabuhan pergi
pulang (PP)

e Tiket trasportasi dari
terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan ke
tempat tujuan Pergi Pulang (PP)

s Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan
airport tax, tiket kereta, tiket kapal laut, tiket
bis

e Bukti transportasi moda lainnya

¢ Bukti pembayaran hotel/penginapan

e Daftar pengeluaran riil

e Daftar nominatif
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Apabila SPPD rampung dengan mekanisme
pembayarannya dilakukan secara LS, maka
uang muka/panjar sebagaimana butir (1) tidak
berlalku.

2. Proses Pengujian 8PP dan Penerbitan SPM

Setelah menerima SPP, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan
Perintah Pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

2.1. Penerimaan dan Pengujian SPP.

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP,
mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya
dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan
membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan,
selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP
dimaksud kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan

Perintah Pembayaran.

Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai
dengan ketentuan vang berlaku;

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak
melampaui batas pagu anggaran;

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran;

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyanglkut
antara lain:

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
(nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening
dan nama bank serta NPWP);

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian
dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang
dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantuwm
dalam kontrak);

3) Jadwal waktu pembayaran.

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran vyang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi
teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

2.2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap SPP maka :

a. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Kasatker tidak memenuhi persyaratan maka
SPP tersebut dikembalikan selambat-lambatnva 2 hari
kerja sejak diterimanya SPP

b. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Kasatker memenuhi persyaratan maka
diterbitkan SPM selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak
diterimanya SPP.
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2.3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP - UP/ SPP-TUPR/
SPP-GUP/ SPP-LS maka Pejabat yvang Melakukan Pengujian
dan Perintah Pembayaran menerbitkan SPM-UP/ SPM-TUP/
SPM-GUP/ SPM-LS dalam rangkap 6 (enarm) :

a.
b.

Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;
Lembar ketiga disampaikan kepada Pejabat yang
Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;

Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit
Akuntansi Keuangan;

Lembar kelima disampaikan kepada Bendahahara
Pengeluaran;

Lembar keenam disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen.

3. Proses Penerbitan SP2D cleh KPPH
Setelah diterbitkan SPM UP/TUP/GUP/LS oleh Satker, SPM
tersebut dikirim ke EKPPN untuk diterbitkan SP2D dengan
prosedur sebagai berikut:
Berkas SPM disampaikan oleh Satker kepada KPPN untuk
diteliti kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yvang telah
ditetapkan;
Berkas SPM dimaksud terdiri dari:

a.

1)

S

4)

Untuk keperluan pembayaran langsung (LS} belanja

pegawai:

a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/Uang
Makan/lembur/ honor dan vakasi vang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat  Pembuat Komitmen dan  Bendahara
Pengeluaran;

b. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal ini
terjadi perubahan pada daftar gaji;

c. Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK
lembur;

d. Surat Setoran Pajak (3SP).

e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Pihak ketiga:
a. Ringkasan Kontrak/ SPK;

h. SPTB;

c. Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).

d. Fotocopy NPWP yang dilegalisir.

Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Bendahara
Pengeluaran,

a. Daftar nominatif perjalanan dinas;
b. SPTB.

Untuk keperluan pembayaran TUP :

a. Rincian rencana penggunaan dana;

b. Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan
jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi
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UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN
bersangkutan dan Permintaan TUP di atas Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus
mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditien

Perbendaharaan;
c. Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang

menyatakan bahwa :

e Dana tambahan UP tersebut akan digunakan
untuk keperluan mendesak dan akan habis
digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak
tanggal diterbitkan SP2D;

e Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan
ke Rekening Kas Negara;

¢ Dana TUP tidak untuk membiayai pengeluaran
vang seharusnya dibayarkan secara langsung.

5)  Untuk keperluan pembayaran GUP :
a. SPTB.
b. Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).
c. Setelah berkas SPM diterima, kemudian dilakukan
pengujian SPM oleh Petugas Penguji SPM yang
meliputi Pengujian Substansi dan Pengujian Formal.

4. Proses Penyelesaian Tagiban
Proses dan batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari
pengajuan tagihan yang lengkap dan lunas dari penerima Hak
kepada KPA sampai dengan penerbitan SPM dan penyampaiannya
ke KPPN, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker.
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FORMAT 1

E FORMAT : S£P UR/TUR UNTIH SELURUH SATRER ) E

SURAT PERMINTAAN PEMEBAYARAN

Tanggat: (1} Momer ) £2)
Sifat Pembaysman §3) | -—m Jika olisi (1) UP atag (3 TUP
Jarig Pembayaran i) | Fika giisi () Pengelaran Transito
¥ Kemantzrian/ DSy T Hegiatan . {11}
Lembans & Kode ¥egiatan {13}
2 UinH Organdsasi 53 9 Hode Fungsi, Sub Fungsl, Program . 131
3 sosw TempPusm et eeT o (T} 10 Kewenangan Pelakanhaan : {14}
4 Lokasi Do
S Tempat i
& Alamat CO10})
Kepada
Yth. Pejzbat Penerbid Surat Penniah Membayar
Stker Tetap Pusct, BalahUPT, SNVY.... {158}
g 18 .
Bedasakan DIPAL (17 L Nomon 018 dangeal 098 L barsama s kane aiaken pemuiiasn
pembayaran sehagal benhkul .
1 Juadan pembayaran yvang dimintakan L dengan angka : [
dengan huryl : )]
2 Uintuk keperluan oA
3 Jenis Belanjs D23}
4 Afasnama T3
5 Afamat O Y
o Memounyd rekening ]
o Momor rekening : {273
7 Romordan Tanggal SPK&Ronyak T8
8 HNilgi SPEKonrrak o Rp (29}
S Dengan Pejelasan
o REG SUTRUTSUE QUTRUT PAGH SRREPM SPP Nt JUMLAR 5154
{40, AN AKLIN BERIANGKUTAN DALAM s.d. YANG sd. SPF IR DANA
Lrut {1 SEMUA KODE KEGIATAR DA {39y .. Lary
DALAM DIPA (35 ... (.} Fipo) (Rp.} (R ] {Rp.}
i a2 3 & 5 § = 445 7
I KEG. QUTPUTSUB
SUTRUT DAl AKURN
{323 {23) {34} (28} {353 (37)
JUMLAH | (28] 39} (48] 411 42
i SEMUA KEGIATAN
{43 (44} (45} (481 473 1485
SURMELAM | {49) (503 151} (52) (331
UANG PERSEDIAAN
Golasnen Surat Suks
LARMPIRAN E Pendukung.. (£33, Barhas Pengetuaran (551 .. Lembar { ISTS o ABS) Lembar
Dirimz oleh pengui SPRIpenerbit SPFM Menrgeanu . Jabatan, tangoa seped di atas
Satker ..U (BT Ka. Satker ... .. Bt Bendahara Pengeluaran
Padatangoal ... (55 Satker .. [GH))]
NP, NIE. P
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

LERAIAM |SEAN

Dilsi tanggal Penerbitan SPP

Diist nomor Penerian 8PP

Dipdtit gakoh satu 1= UP, 2= TUR, 3= GLR, 4 = L5, & = Gu Nihg, § = GU Pengganti RE (uniuk SU dihil Rekeamg Khusus sather,
saf GPP difarbitkan 2 PR yaitu | SPM Nibil dan SPM Penggantl. 7= LS Bandahara,

Dipitih sataty aatu 1 = Pengeluasen Snggaran {PA), 2 = Pengembatian Usng Mata Anggaran {PUMAJ, 3 =PFK, 4 = Peng. Tranaito,
5 = Parin, RE, B = Fembeiian Perbuliuan,

{ s 3 {Disi nama kode Kementerian/Lambaga vang harsanghutan.

i s 1 |Diisi nama kode Unit Eselon | Kementenan/Lemiyaga yang bersanghuian.

{7 1 {Disi nama kode satker yang barsangkulan

{8 ) |Ddisi nama kede Provinst satke vang bersangkuian

{9 ) ibiisi narga kade kolaikebupaten satker vang bersanakulan

{ o DSl gtamat sather yang bersanakuian.

{1 10isi nama kegistan vang bersanghutan,

{1z 1 1Disi kode kegiatan vang bersangkutan.

{12 ) |Bisi hode fungsh sub Tungsi dan prograny vang bersanghutan

{4 ) |Diisl kode - (D unluk Kontor Daerah, (K7 Bantor Pusat, (DK Dekonseniragl, (PB) Pembantuan,
{12 ) (Diisi nama sather vang barsangiuian

{ 2 1 (DS nama Kol Kabubalen satker vang bersanckutan.

{17 1 |Disiijenis dokuman anggaran vang diounakan (DIPADIPRISKFAISKO atau dokuman vang disamakan)
{ sz ) |Diisi nemor dokumen anggaran vang digunakan {DIPAIDIPPISKP ASSKD atau dokurmen yang disamakan)
{ 1w 3 1Ddsi langgal penerbilan dokumen antoaran .

{ zo ) {DEsi jundan dana yang diminla dengan anghka

{21} (Disijundal dana vang dindnta dengan gl

( 2z ) 1Disi keperiuan pembayvaran

{ 2z ) |Gisi jenis helania hersangkulan (helania pegawailbelania barangihetanja modal dst)

{ 24 ) [DHsi nama pihak penediva pembayaran

{ 25 ) |Diisi alamat pihak penerima pembayaran

(ze ) 1Disiama Bank tampat rekening plhak penerima pembayaran

{27 1 iDdisi nemor rekening pihak pereiing pembayaan

{ 22 ) {Disi pomor dan tangoal SPRZkovdrak yang diaiukan pembayaran oleh pihak keliga (LS)
{ 2¢ 3 |Disi rdlat SPRAoniral vang digjukan pembayaran oleh pihak keliga (L3)

{ 20 1 |[sisama dengan nomor 17

{21 ) {Diisi sama dengan nomor 17

{ a2 ) |Disi kode Kegialan, oul put'sub out put dan AKUN vana hersangkulan

{ 23 3 |Disi angka pagy maging-masing AKUN dafam sale Quf putySib aut put.

{24 3 |Diisi akumulasi nital SEPASPM yang telah disjukan,

{ 3% 3 |Disi dengan nilal SP vang disjukan saat i

{ ae 1 |Disi penjumlahan nilal kolom: 4 dan kolom 5

[ ar 3 [Disi hasit pendursngan nial kolom 3 dengan Relom 6

| as 3 [Disi junslah nomeor urul | pada kolom 3

{3 3 |Disd jumiah nomaor urid | pada kolom 4

{ a0 1 |Disljumiah nomor undt | padz kobm B

{ 4t ) |Disijumdah nomoy uigt ! pada kstom 6

{42 3 |Disiiumiah nomorurgt i pada kolom 7

{ 43 1 |D#si kode senua kegiatan dalam (DIPAVDIPPISKPAISKO atau dokumen vang disamaian:
{ 45 3 |Disi pagy semua keniatan dadam dokumen anggaran (DIFADIPRISRPAISKD atau dokumen yang
i a1 |Disi kumilatE jumiah semua Keniglan sampal dentays SPP i

i 4e 1 |Disidengan nilai SPP yang disjukan saal ing

{47 3 |DEsi juenial kumistil selurh keglatan

{ 48 1 D8l sisa dana seluruh kegiatan

{4¢ ) 1Disi jumitah nomor uiul # pada kolom 3

{ =g ) IDidisijumiah nomor und # pada kolom 4

{51 ) |Disi junital nomdr urst B padakolom 8

{ a2 1 IDisijumiah nomor wrut # pada kolom 6

{52 ) DiEsi jumiah nomor st 8 pada kelops 7

{54 ) iDisijumiah lampiran dolumen pendulung vang diperizkan.

{osg ) (Diisi jumitah surat buktl pengellsaran vang diperiukan.

{ se ) Disi jumial lampiran gurat fanda setoran {(SPF/SSBR)

{57 ] iDisi pama satket penguji SPPipenobit S3PM seria NIP

(&8 ) I1Diisi tanggal penerimaan SPP

{ 6 ) iDisi nama Satker Ka. Sather Tetap Pusat/Satkes BalalSNYTISKPD Dekon-TP sarta MNIP
{ so 1 Disi nama satkeribendahara pengaiuaran serfa NIF
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FORMAT 2

FORMAT 1 3PP GUP/LS BEMDAHARA UNTUR SATKER TETAP

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAM

Tanggalz (1}
Sifmt
Jenis Fembayaran

Nomor: (21
Pembayaran

(3} |---> Jika Gilsi {3) GUP atau (T} LS Bendahara
{4} |---= Jke disi (1) Pengeluaran Anggaran

pry

Hemanistiand Y
Lembaga

Unit Organisagi o5
Sather Telap Pusat o7
Lokasi R (3]
Tempat L
Alamatl AR 1]

(ST S

(=]

7 Kegiatan

8 Hode Keglatan
9 Worde Fungsi, Sub Fungsi, Progrom
10 Kewenangan Pefaksanaan

]
{12
{13
(14

Rapada

Yih. Pajabat Penerbit Surat Periniah Membaysr
Satkar Totap Pusat.... ... $158

P SO o .Y D

Bodasarkan DIPAL (17 ... Nomor . {18

pembayaran sebagai berkud

1 Junslah pembayaren yvang dinintakan

Linfuk kaperiuan
Jenis Belanfa

Atas nEna

Alamat

Mermgunya frelening

T3 e L bk

d

Momor den Tangoal SPRARonrak
Peftal SPRHontrak
8§ Dengan Fejelasan

fed

. dengeal (18]

gangan pngha
dengan kuruf
§23)

(43}

{24

{28)

{28}

Monor relesing
(28}

Ry {249)

T
{20y

He B

27

- bersama wy kam: ajukan pamuntaan

1 WES QUTPUTISUS DUTPUT
AR AHLIN BERSANGRLITAN
SEMUA RODE KEGIATAN

DALAMDIPA DS §

Ho.
Unsg il

PAGH
Difbahd

CHPAS {311 .

1Hp}

LALU

SPRIGPM
5.4, YANG

iR

SFPHY

JUMLAM
od. SRR N

SISA

DANA,

{Rp.1 R

1 ht4

3

4

(R}

6 =445 7

i KEG. QUTRFUTISUB
OUTPUT DAk ARUN
{32)

£33)

{3d)

{35

37

dubLAH |

(38}

30

1401

(41 42)

# SEMUA KEGIATAN

43

(44}

[44

(474 48]

SURMLAH ]

49}

i50)

1513

i52)

UANG PERSEDIEAN

Botumen

LAMPIRAN

Surat Bukd

E Penduliung.. (543, Derkas ! Fangeluaran {55; ..

Lermbar DSTS L8R Lembar

Diriraa aleh pengull SPRpenarhit SPM

Satker . 48T
Padatanggad ... (58
MIP.

Mengetahui
Ka. Satker ! PPY
Salker .

Jahatan, tanggat sepert di atas
Bendahara Pengeluaran
Satker ................. 63}
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR

URAIAN ISIAN

}

Diisl tanggal Pengrbiisn 5PP

Diisi nomor Penarbitan SPP

Dipifity salah satu § = UF, 2= TUP, 3= GUP, 4 =19, 5 = GUJ Nikil, § = 30 Penggant RE [unfck GU Mihit Rekening Khusus sather,
saiu SPP dilarbithan 2 SPM veita | SPM Nililt dan 9PM Pengganil, 7= LS Bendahara.

Digdiths salah gat 7 = Pengeluaran Anggaran (PAL 2 = Pengembalian Uann Mats Angoaran (PUMAY, 3 = PFE, 4 = Peng. Transde,
5 = Pegiih. Ri<, & = Pembeiulan Pembukuan

Diisi nama kode Kementarian/Lembaga vana barsanakutan,

L=}

Déisd nama kode Unit Eselon | Kemnenteran/embaga vang bersanakuian,

-3

Diisi nama kode satker yang bersangkutan

Dilst pamia Kode Prowvinsi safke vang bersangkuian

a1

Diisi nama kade Sota/kebupaten satker yang bersangkutan

Ditst alamat suker varg bersangkuian.

Disi pama kegiatan yang bersangkuian,

Diisi kode keriatan vang hersangkuian,

ENTEN Py Py

Diisi kode fungst sub Tungsi dan probram vang bersangkuian.

A,ﬂ..\ﬁ,._.,_\.._mﬁ,_\
&

RURR UUP BUISY SO % L S SIS S

Disi kode © (€D} uniuk Kantor Daerah, {KP) Kantor Pusat, (D) Dekensanirasi, (PB) Pembaniuzn,
103} Desentralisasi,

Diisi nama satier vang bersangkulan

Disi nama kotaf kabupaten satker yang bersanakulan.

Diisi jenis dokumen angdaran vang digunakian (DIPADIPPIGKPA/ERO atau dokumen vang disamakan)

Diisi nomor dolumen anggaran vang digunakan {(DIPADIPP/SKPAISKD atau dokumen vang disamakan}

Dilsi tangoal penarbiian dokumen angaanan

Dilisi Jumlah dana vang diminla dengan angka

SR LI P

DHisi junilah dana vang dimita dengen hungf

Dilsi Keperiuan pambsyaran

sl Jenis belanja bersangkutan ihelanja pegawalibalania barang/belanja maodalf dsb

e by ey

sl nama pitak senering pembavaran

Dzl alamal pilak penerima pambayvaran

[SREN]

Diisi nama Bank tempat rekening pilak panadma pembavaran

Disi nomer rekening pibak penarima pambayaran

Ty 1R P D P N N
[SRENETR PSR F A PR I P ISR LR PR S 570 Y

Disi nemoer dan tanggal SPK/kontrak vang diafukan panbavaran oieh pihak ketioga .8)

Disi nilai SPK&konirak yang dizgiukan pembavaran oleh pihak keliga (L3

Diai sama dengan nomor 17

Disi sama dengan nomor 17

Disi kode keglatan, oul pulfsub out put dan AKUN yang bersanckutan

Diisi angia pacy masig-masing ARKUN dalam satu Out puiSub ou put.

Diisl akunudasi nisl SPPISPM vang telsh dialukan.

Diisi dengan nital SP vang diajukan saat ini

Diisi penjfumiahan nilal kofom 4 dan kolom 5

Diisi hasit pengurangan nilal kobm 3 dengan kolom 6

Ddist jurnbah romor undt | pads kom 2

Diisi jumiah nomor urut | pada kolom 4

Diist jumlah nomor unst | pada kRelom 5

Diisd lumtan nomor uinl | pada kolom &

Diist jumial nomor undt | pada kolom 7

Diist Rade sentua kegialan dalam (DIPADIPPISKPA/SKO atau dolumen vang diaamalian)

Diist pagu samuz kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPADIPPSRKPAISKO atau dokemen vang disamakam)

Diist kumulatif jumlah semua kegiatan sampal dengan SPP i

Diist dengan nilal SPP yang dialukan saal inl

Dési jursiah kumnelati selumh kegiatan

Diisi sisa dona seluruh kegiatan

Diisi jumilah nomar und i pada kelom 3

st lumiah nomor und 1 pada kolom 4

Cisi Jumiah nomot urut | pada kelom 5

&3

Cilsl jumlaiy nomor und |} pada kolom 6

52

Dilsi jumiah somor urul H pada kolom 7

i

Disi juniial mmpian dokumed pendubung vang diserlukan.

5E

Diisi jumiah surat bukdi pengelugran vang diperlukan.

58

Disi jurstal bmpian surad tanda seloran {(3PPISEBPA

57

Diisi nama satker penqujl SPPpenemit SPAM seria NiP

e

Dis) tangaal pensrimaan 3PP

58

Diisi nama sativer Ka. Satker Telap Pusatipeighat pembual komitmen serla NiIP

&

el Ll L B B B e e e R el ] e Lt Dol Ll Lo oy P P P SN PR PR FEOSNS JE SR U GV JERNS FRRY JUVWIE SIS (WA UG iy DR UGS SN SIS [P DRSS JUS POy
I
[

[y DU U ) CROCY WOV QUMY SUCY QWS UDVY SNNY SURCH NV BN SURRY SR SRR POUC) IR WY SURE SO SR PG SV NS RS SNRIE SIS SUOY SOR SO SO SUIS MU SIS N IS PO PR NS S NN S RIS MY

sl nama sakar letap pusallbendahars penogsiuaras sana NiF
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FORMAT 3

FORMAT 1 SPP GUP/LS BENDAHARA UNTUE SATKER BALALJUPT/SHVT/SKPD DEKON-TP

SURAT PERMINTAAN PEMEBAYARAN

Tanwggal - {1}

Sifat

Jenis Pembayaran

Pembgyaran

Nonvar {2y

(31
e |-

™

Jikha diisl {(4) LS
Jika wiisi {3) Pammbayaran Fihak Ketiga

Kamenterand

Lemixaga

Unit Organisasi
Satker/BatafURT, ST
Lokast

Tempat

Atamal

(6
(73
183
iz
(10}

[AE R ¥ ]

o

N oW e om)

&

Kegiaian

Kods Kegialan

Kode Fungs, Suly Fungsi, Program
Hewenrangan Pelaksanaan

{11]
{12y
KD
{14}

Kepada

Yt Pajabat Fenerbi Surat Penintah Membayar
Sather Balalf/UePT, SNVT 088y

g 1B

Badagarkan DIPAZL17Y . Nomerm oL 018y
nembayaran seboagal berkut

1 Jdumidah perabayeren yang dinintakan

Uniub ke periuan
Jeniy Befanja

MG RAE

Alamal

Wernmpunyal rekening

LLIIE T N )

o

1

Monwr den Tanggal SPE&onrak
bal SERRonak
Dengan Fajelasan

o

danggal 419

dangan ancka
dengan hurwd
(221

23}

24}

[2%)

28]

Flomor rekening
28)

Rp. {28}

frarsama 0t kany ajuken pemsntaan

f, REG OUTPUTSUS CUTPUT
AN AHUN BERZANGHLUTAN
SEMUA KODE KEGIATAN

DALAM DIPA 30 {Po.:

PAGLE
Mo, CAALARS

Ut L

DiPad 377 ..

SPPSPI
S, VANG
LaLys
{Fo.y

SRR JURAL Ad

ad. BRE IHE

SiBA
DANA

(Rpy B} Hp.g

3 I 3

4

s G =445 7

! KES. OUTPUTISLE
CQUTPUT DAN AKUN

G323 1333

54

37}

SURMLAH § (38}

{38)

48) 41) 42]

it SEMUA REGIATAN

A {44]

453

48] 473 {48}

JURLAM 1 (49}

=

(5t £52} (53}

UANG PERSEDIAAN

Dokumen
LAMPIRARN

Sural Buky

Penduburg.. (545 B‘&FRGSD Fangeluaran {55)

Lembar [:[STS .. {88} . Lembar

{irimna oleh penguii SFRipenaeiil SPM
Satker BalalUFT, SMNVTIEHPD Doken TR, 2570
Pada tanggal ... (30}

NP,

Ka. Salker ...

#n P

PE

Jabatan, tanggal seperti di atas

LB0) Bendabasa o (B9)
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PETUMNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

HOMOR URALAN ISIAN

i+ 3 Disitanggal Penarbilan SPP

{2} Disl nomor Fenarbitan 3PP
3y Dipihsalaheatu 1 =UP, 2= TUP,3 =GUPR, 4 = L5, 5= GU Mihil, € = & Penggantl 8K [uniul GU Nl Relkening Kiusus satker,
sail SPP diterbitkan 2 SEM yaitu ; SPR Nl dan SPM Pengoanti 7= LS Bendahara.

{4 1 Dipifih salah salu 1 = Pengeluaran Anggaran (PA], 2 = Pengembalian Uang Male &nggaran (PUMA), 3 =PRI, 4 = Peng. Transtio,
5 = Penh. RK, & = Pembetuian Pembulksan.

Disl nama kods Kementeran/Lembaga vang bersanghutan.

Disl narsa kode Unit Esalon | KemendesaniLembaga yvang bersangiudan,

Disi nama kode satker yvang bersangkulan

Diiai nama kode Provinsi saliee vang bersangkulan

Diisi nama kode kotarkebupaten satker yvang bersangkuian

Duisl alamnst satltay yang barsanakuian.

Disi nama kegiatan vang bersanghkulan.

Diisi kode kegiatan vangd bersanghutan,

Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program vang hersangkuian,

S F w s
B Y B O N Y S W

Diisi kode © (WD) uniuk Kantor Daerah, (KP1 Kantor Pusat, (DR Dekonsentrasi, (PB) Perabantuan,
(D5 Deserdraisast.

Diisi naspa satker yang bersanghutan

Dilsi nama kota! kabupsien satker vang hersanghkutan

Diisi jenis dokumen anggaran vang dicunakan (DIFADIPRISKPASKO alau dokumen yang disamakan)

Diisl nomor dokumen anggaran yany digunakan {DIPA/DIFPISKPABKG atay dokumen yang disamakan)

Lisl fanggat peneriian doRumen anggaran

Dilsi juiah dana vang diminta dengan angka

Diisi jursial gana vang dimirda dengan hurnad

sl keperluan pembayaran

Didisi jenis helania bersangkutan (helania pegawalbalaniz baranohelanja modal dsth

Diisi nama pitak penerima pembayaran

Diist alamal pibak pensgrima pembayaran

Dist nama Bank tempat rekening pihak penarima pemsbayaran

Diisi nomoi rekening pihak penetima pembayaran

Diisi nomor dan fangoal SPR/kostrak yang digiulan pembayaran oleh pihak keliga (LS)

Diiai nilal SPIGkontrak vang diziukan pembayvaran oleh pihak ketiga (LS)

Diis{ sama dengan nomor 17

Diisi sama dengan nomer 17

Diisi kode kegiatan, out putrsub out put dan AKUN vang bersanclidian

Diisi angla pagy masing-masing datam satu AKUN out put/Sub oul put,

Diisi akumulasi nilal SPRISPM vang telah diajukan.

[ilsi clengan pilal SP yany cizjukan geal il

Diist penjumlanan nial kolon 4 dan kolon &

Diisi hasi penqurangan nial kelom 3 dengan kolom 6

Diisi umbah semor und | pads kolom 3

Diisi jumlah nomor unid | pada kolom 4

Dilst fumidah niomor usut | pada kolon: 5

Disi nlan nomar urst | pads kolnm &

Diist jumiah nomor und | pada kolom 7

Diisi kode sepua kegiatan dalam (DIPAVDIPPISEPASKD atad dokumen yang disamakan)

Diisl paau semua kegiatan datan dokumen anggan (DIPA/DIPP/SKPASKD atau dokumen vang disamakans

Diist kumuastd jumiah semua kegisian sampat dengan PP ini

Diisi dengan nHal SPP vang disukan saat ni

Diisi jumlah kermulalif selurub kegialan

Diisi sisa dans sejuruh kegialan

Diist junilal somor urat H pada kolom 3

Diist lumian nomar unit B pada kolom 4

Dis iunvah nomor urut H pada kolom §

Dist umiah nomstr undt H pada kelom 6

Diist iumizh nomor urit H pada kolom 7

Dilsi iunilah lampiran dokumen pendukung vang dineridkan.

3

Diist jumlab surat bukli pengelaran yang diparukan.

=1

Diisi junylah fampiran surat tanda setoran {SPPISSER)

Diist nama satker/pengull SPP/penerhit SPM

&

Diist tangaal penerimaan SPP

Diist nama satker Ka. Satker dan nama & MIP hendshasa

@

t:b(,'if.r»c;tno:

©

1| Diist nama cut put dan nanta Pelabat PPE serla HIP

1 Diisi nama satker Ka, Satker dan nama Ka. Satker seria NiP

2=

JUNNY FUREY (RS UG NN UG JUING) SRS FURNS SR G DR R DR GRS RS SS SRR DI R R JUU DU JUG U UGG DU JEINS R JUING JUIGY NS UG JUNG () JUNS QU SUNG U JHNG BN I PN U pUiY JU, S
2 ] + = s L

: 3 N . ‘s = 3 - 2 | | e

SN NP SUUPS SRS NP PP SRS WIS SUSE U SVUPS CUUPY RV SO SO NS NP WORY SY (S S SO U SURE SN NI RIS SN NS SIS N T S NS Y N N DY I N B AP PO S DY MY N




FORMAT 4

FORMAT : SPP LS PIMAK KE-HI UNTUK SATKER TETAP PUSAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAM

Tanggai: (13
S¥at Pembayaran
Jenis Fembayaran

Nor  {2)
e Jihes OHSE (8) LS
> Jika dilsi §3) LS Pembayaran Filiak Ketiga

1 Hemanteriand )] Kegiatan {11}
Leambaga Kods Kegiatan R {123
2 Uit Qrganisasi D8 Kede Fungsl, Sul Fupgsi, Program : {13
3 Satker Tetap Pusat T3] 10 Kewenangsn Pefakeanaan : {143
4 Lokasi ]
S Tempal )
& Aflamatl T (103
Kapada
Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintail Membayar
Satker Tetap Pusat . .. (18
1B
Bodasarkon DIPA (7). Nomor 181 tanggal {195 .. bersema it kenw ajuien pemuniaan
pembayaran sehagel batkin
1 Jumlah pembayaran yang dimintakan dengan angka fela]]
gsngan hursi {21
2 uUnuk keperuan 1221
3 Jenis Belanja (23]
4 Afas nana £241
5 Alamat (25}
& Mempunyal rekening (28}
Homor rekening 27
T romor dan Tanggal SPRSonrak {28}
§  pital SPEMKontak Rp. {39)
9 Denpan Pejelasan
o KEG GUTPUITIEUR QUTPUT FAGL SPFISPM SRR M JUMLAH Sifa
Ho. DAN ARUN BERSANGKUTAN DALAR 4. YANG ad. SPF NI DARA
Ut [, SEMUA KODE KEGIATAN DIPAM{3Y) ... all
DALAK DIPA 301 ... Rip.) {Rp.i iRe.} (Bpg Reg
1 3 2 4 5 §=d+5 7
| KEG. QUTPUT/SUB
OUTELT DAN AKUN
(32) {33) {34 {35 138) 37
JURLAH | (35} {34 1401 41] 142}
fi SEMUA KEGIATAN
[C 3] {44} 145) {48} 47} 48}
JURSLAH 11 44 {50) {51) 152} {53)
UANG FERSEDIAAN
Dokumen (543 SuratBukt 58y
LAMPIRAN [:I Pendukurg. (54 Serkas Pengeluaran (551 Lembar DS'{S {58 Lembhar

Dirimio ol pengui SPPipanaihit SPMW
Sather. e AR
Padatanggal ... {55

M2,

Jabatan, angoat seperti di atas
Ka. SalkedPFK .. {593
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PETUNJUK PENGIBIAN SURAT PERMINTAAN PENMBAYARAN

HOMOR URAIAN ISIAN
{ + 1} Disitangnai Penarbifan 8PP
{2 1 Disi nomor Pengrbitan SFP
(% ) Dipfheasheatu?=UP, 2= TUP, 3= GUR, 4 =15, 5= GU Nihi, & = GU Peagganti BK {unfuk GU Nkl Rekening Khusys sather,
saii SEP dierbikan 2 SPM yai  SPM il dan SPM Panggonii, 7= LE Bendahara,
{41 Dipihsakah satu 1 = Pengeluaran Angoaran {PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran {(PUMA), 3 =PFIK 4 = Peng. Transilo,

£ = Parh, RE, & = Pambeluian Pembulizan,

Disl nama kada kementarian/Lanthana vang bersanckutan.

Disi nama kode Upit Eselon | Kementenzn/Lembaga yang barsangkutan.

Diisl narma kode satker vang bersangkutan :

Cisi nama kode Provinsi satke vang bergasakutan

[isi nama kode kolafkehupatan satker vang bersanakudan

Dési glamal eatker yang bersangkuian,

CHisl nama kegiatan yang Dersanghutan.

CHisi kode kegiatan yang bemsangiulan.

Drisi kode funast subs fung sl dan program vang bemssanghutan,

. = &
B O o e Tl Al SR LR D

Disi kode © (X0} untuk Kantor Dasrah, {KP) Kantor Pusat, (0¥) Delionsenirasi, (PB} Pembantuan,
(03} Dleseniralisasi.

(sl nanta sather yang bersangkutan,

16 Unisi nama kota! kahupaten satker yang bersangkutan,
17 Diisi jenis dokumen anggasan vang digunakan (DIPADIPE/SKPA/SKO atgu dekumen vang disamakan)
18 Ciis nemoer dokumssn anggaran vang diguoakan (DIPADIPPISKPASSKG atau dokumen vang disanakan}
i3 Ciisi tangoai penerizitan dokumen anggann
20 Diisi unsiah dana vang diminta dengan angha
2% Ciisi iumiah dana vang diminta dengan hurat
2z Crisi kenerluan oembayann
E; Crisi bends belanja hersenakutan (Delania pegawaibelania barang/belanja modalf dst)
24 Gilsi nama pihak penarma pembavaran
25 Ciisi alamgt pihak penerima pembavaran
z¢ 1 Diisl nama Bank terpat rekening pihak penerima pembayaran
=7+ Drisi nomior rekening pihak penerima pembavaran
58 Diisi nemer dan langgal SPERontrak vang diajikan pembayaran oleh pihak ketiga (L3)
25 Diisl pilai SPEkonirak yang daiukan pembayaran oleh phak ketigs (LS)
a3 Ddisi sama dengan noreor 17
35 (it sama dengan nonor 17
13 Disi kode Kegiztan, aul pullsch oul put dan AKUN yang bersanghudan
33 Diisi angka pagu masing-rmasing AKUN dalam satu Qut putfSub out put.
34 Uiisi akoemulasi nial SPRSPM vang telah diajukan.
38 [iisi dengan nilal 5P vang disjukan saal il
Dlisi penjumizhan nilal kolam 4 dankolom 8

Cxisi hasi pengurangan ad kelom 3 dengan kelom 8

Cisi mlah nomor urt Epada Bolom 3

£3igi umiah nomd unit | pada kalom 4

40 sl iumizh nomor und | pada kolom 5

i1 (iisi iunilah nomor urd { pada kojom 8

4z 1 Diisl wnalah nomor und | pada kolom 7

43 (His! kode semua kegintan dalanm (DIPADIPP/SEPAISKD atau dokumen yang disamakan
44 DHisi nagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (IPAIDIPPISKPAISKO atay dokumen yang disamakans
48 Diisi kumulatl jumilah semua kegiatah sampai dengan SPP ini

4e Uisi dengan nilal SPP sang disjukan saal ind

47 CHisi jumian kunulatif selirsth kegiatan

48 {(3iai sisa dana seluruh kegiatan

4G Cial jumigh nomor urd |3 pada kolom 3

&0 Cisi junstai nomor usut 1 pada kelom 4

&1 Cisi junsiah nomoer urut H pada Kelom 5

52 (iisi wmiah romor und it pada lolom 6

63 Ddisi iimlan nomor ung U pada kelom 7

&4 [(iisi iurlan lampiran dokumen pendulung vang diperiulan,

&2 (sl iuniah surat buldi pengatuaran vang diparukan.

=) Uiisi umiah lampiran surat landa setoran {SPPISSERP)

&7 ils] nama satker/penayi SPPenebit SPAM serla MIP

B Dvist fanggal penerimaan S

UG UG NS UGS DUNIY JIINS SN [ (U PUU IS JUTE JUURS JUSON DINGH NS AN S (SN UG DURY JEINGS Y [N UUG [N Ut R DU WG SR PN Sy G P (WU PO S NN S (RIUY U e o -

Disi nama satker Ka. Satker Talap Pusalinama pejabat pembual komitimen serta NiP
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FORMAT &

FORMAT : SPP LS PIHAK KE-II UNTUE SATKER BALASHVT/SKPD DEKON-TP

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Targgal: {1}
Siaf Pembavaran
Jenis Pembayaran

Nomor : (2)
(3 LJika dliisi {7 LS
Jika diiai 13) Pihak ke i

it

Kemerenan’
Lambaga

Linit Organisast
BalgURT, ST
lL.okagi
Tempat
Alamatl

[=ERN LU S L = ]

5 7 Ksgiatan

8 Kode Magistan
{33 9 Rods Fungsi, Suls Fungel, Program
Kewenongan Pelaksanaan

(1
£12)
(13}
P14}
i8)

)

(13}

Repada

Y¥ih, Pejabat Feneda Surat Periniah Membayar
BalabUFT, ShVT ... . $39) o

di LB

Batasarkar DIPA {17 . Homor L 18

pemixayanan sehagai barkul:

1 Jumiah pembayaran yang dimintakan

Untidk keperuan
Jenis Belanja

A3 nama

Alamit

Memponyal nekening

EE L

<

(=Bt

hitai SEMKontrak
9 Dengan Pejslagan

Homor dan Tanggoa! SPRGontak

tanggal (19 .. bersama int koot ajuian pamuntaan

dengan snghs : 2N
dengan huruf 21
(22}

(23

(24}

(28]

(28]

Homor rekening : {27y
(a2

RBo. {29

Mo,
Linat

P KES OUYPUTISUS GQUTRUT
DA ARUN BERBARGRUTAR
i SEMUA KODE KEGIATARN

PAGU
DALAR
GRS

SPRISPM
5.4, YANG
LALY

SPP NG

JUMLAH
o, SPE B

SH3A

DANA

(R Hp.)

3 3

DALAM DIPA 30 ...

iRe) {Fp)
T

2 i 5 § = 445

i REG. QUTPUTISLIB
SITEUT DAN ARUN

{324

{33) &7

JURLAH |

3% 481 il 42)

i SEMUA KEGIATAN

{43y

(44} §45) 48 47} 48}

SJUMLAH

49} 503 (51)

i
%]

53

VARG PERSEDIAMN

LAMPIRAN

Dokuman

» Penduiung . (G4)

Sural Buld

Berkas[j Penpgeluaran (55 . Lembar I:]STS ..881.... Lembar

Divimg oleh penot SPPhencoil OPM

Mergetahul | Jabatan, tanggal seperdi di atas

Sotker.. ... (BT Ka. Satker.. ... .{59) PR . (B0}
Paga tanggal ..., {58}
N NP, B

B




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

HOMOR

UIRAIAN I5]1AN

Diisi tanggal Pensrbitan SPP

Diisi nemor Penerbitan 3PP

Dyt eatah sate 1= UP, 2= TUP, 3= GUP, 4 = LS, § = GU Nihi, £ = BU Penggantt R {untuk 3U Mkl Rekening Khusus satker,
sah SPP ditsrbitiian 2 SPM yailu ; SPM Mibil dan SPM Penggsad, 7= L% Bendabara,

Dpih safaly satu 1 = Pengeluaran Anggaran {PA), 2 = Pengermalian Uang Mala Anggeran (PUMA), 3 = PFK. 4 = Peng. Tramsile,
3 = Parih, RE, & = Pembaetian Pembubuan.

Dilsi pama kode KementerigriLembaga vang bersangkulan.

Dist nama kode Urid Esalon | Kementenan/Lembana vang bersangkulan.

Dist nama kade vang bersanaktan

[isi pama kode Provingi vang bersangiudan

o R el L R

Diist pama kods kotakelpaten vang borsanakutan

Diist atamat yang bersanghutan.

SE

Diigl nama kegkitan vam hersangkutan,

Diist kode kegiatan yang bersangkuian,

Dilsi kede funasi, sub fundsi dan progran vand barsangkiian,

=

Diist kode © <00 untuk Kartor Daerah, (KP) Kantor Pusat, {06) Dekonsantrast, (PB) Pembantuan,
(03} Desentralisasi.

Diist hama vang bersangiutan,

Diisi nama kota/ kabupaten varg bersangkutan,

Diis ienis dokumen anggarnan yang digunakan (PADIFFIBEPAIERD ataw dokumen vang disamakan)

Dilsi somor dokumen anggarart vang digunakan {DIPADIFPISKP AISKD atau dokumen yang disamakan)

Diisi tangqal penerbitan dokumen anggaran

Disi iumian dana vang diminta dengan angka

Diis junsiah dana yang diminta desgan hurui

Dilsi keperfuan pembavaan

Diisi ieniz belania hersangkutan (belanja pegawailbelania bdaranali=elania modalf dst)

Disi pama pitak penernima pembayaran

Diisi aiamat pikak pererdnia pembayaran

Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran

Diisi pormer rekaning pihal penerima pembayaran

Dist nomor dan targaal SPRkontrak vang diajukan pembayaran oieh piak kelios (LS

[ijst nilad SPRkontral vaneg ciajulkan pembayvaran slzh pihak keliga (L3

Diisi sama dengan nomor 17

Diist sama dengan nomor 17

Dilsi kode Kegiaian, out putrsub out put dan AKUR yana bersanghkutan

Diist annba pagu masing-masing AKUN datam satu Oul pul/Sub out sl

Dt abwmuiasi ndal SPPISPM vang telah diajukan.

A5

4

Diisi dehaan nilzl SF vang disjuian sast inl,

Diisi peniumiahan nilai kolom 4 dankolom 5

G | e b
e =

Dist hast pengurancan ndai kolom 3 dencan kelom 6

Diist jumslah somer ud | pada kolom 3

£
G

Ciist jumiah nomey und | pada kolom 4

poy
o

Diist jumiah nomser ungt | pada kolom &

(st lumiah nomor usut | pada kolom 6

]
By |om

Diist junylah nomor uml | pada kolom 7

i
£

Diisi kode semua kegiatan datany {DIPADIPPISRPASKD atau dokumen yvang disamakan

o
Y

Diisi pagu semua kegiatan dalam dokuman anggasan (NP ADIPPISKPAISKO atau dokumen yang disamakan)

T
o

Diist kumulatid jomiah semua keolatan sampal dengan SPP Il

Disi dengan nilai 8PP vang disjukan saat ing

e Eg
=R

Diist iumiah kumulat] seiusuh kegiatan

o
&

Diist sisg dana selurch kegialan

N
o

Diisi junylah nomor urut I pada kolom 3

[

Diist jurdah sonser usad U pada kelom 4

n

Diisi jumiah nemor urut U pada kelom 5

Dijst junsiah nomor urat 1 pada kelom 6

on i
o | R

Diist jumiah nomoer urul I pada kelom ¢

Diist iumiah fampiran dokumen pendukung vang diperiukan,

Diisi iunyah surat bukii pengeiuaran yang diperlukan,

| e i
mux.(lx

Dilst juntiab lampiran surat 1anda setoran {SPPISSEP)

Diist nama BalalUPT, SHVT pengyl SPR/penerbil SPM

i fin
|4

Dilaf tanogal penerimaan SPE

L
&

Dilsd nama sather, nama ka, Satker serta NP

I
S

bl
o

Disi nama cuipyt dan Pejabal Pembuatl Komitmen senta NiP

&6




FORMAT 6 A

Format untuk Bendahara Pengeluaran

KUITANS] UP

TA:

(H

Nomor Bukdi: {2}
MAK: {3}

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudzh terima dari ; Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker ... (4)
RP. e
Jumiah uang ()]
Terbilang TSP PP 6)
Unfuk PEMDAYATAN 1 {7
Tempat/Tgh.............. (8)

Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel

9
{Nama Jelas)

Setuju dan lunas dibayar Tgl. ...
Yang Memerintahkan

Pembayaran Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen

T. Tangan T. Tangan

(10) (1)

(Nama jelas) (Nama jelas)

Harang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

T. Tangan dan stempel
(12)
(Mama Jelas)
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FORMAT 6 B
Format Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu

KUITANSI UP

TA:

{1}

Nomor Bukti: (2)
MAK: (3}

KUITANSHUBUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari . Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker ... 4)

Jumlah uang CORpo o (B)

Terbilang e e e (8)

URLUK PEMBAYAIAN & oo oo oooosooooooeeoeoeemeeoer oo (T)
Tempat/Tgl............... (8)

Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel

(9)

(Nama Jelas)

Setuju dan lunas dibayar Togl. ...
Yang Memerintahkan

Fembayaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pejabat Pembuat Komitmen

T. Tangan T. Tangan

(10} (11)

{Nama jelas) (Nama jelas)

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pajabat yang bertanggungjawab

Diketahui

Bendahara Pengeluaran

T. Tangan dan stempel
(12) {13)
{(Nama Jelas) {Nama Jelas)
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PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN {UP)

I. Untuk Bendahara Pengeluaran (BP)

MNomor Uraian Isian

(N Diisi tahun anggaran berkenaan.

{(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan.

(3} Diisi MAK yang dibebani transaksi pembayaran.

(4) Diisi nama Satker yang bersangkutan.

(5) Diisi jumlah uang dengan angka.

(6) Diisi jumlah uang dengan huruf.

(73 Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis

(8) Diisi tempat tanggal penerima uang.

) Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai
sesual Ketentuan.

(10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen serta
Stempel Dinas.

(1) Eiisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas

ayar.
(12) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab

dalam penerimaan barang/jasa.

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP}

II. Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Nomor Uraian Isian

(1) Diisi tahun anggaran berkenaan.

(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan.

(3) Diisi MAK yang dibebani transaksi pembayaran.

(4) Diisi nama Satker yang bersangkutan.

(5) Diisi jumlah uang dengan angka.

(8) Diisi jumiah uang dengan huruf.

(7} Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumiah barang/jasa dan spesifikasi teknis.

(8) Diisi tempat tanggal penerima uang.

(D) Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai
sesuai ketentuan.

(10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen serta
Stempel Dinas.

(11) | Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran pembantu dan
tanggal lunas bavar.

(12) | Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab
dalam penerimaan barang/jasa.

(13) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas
bayar

Keterangan:

Kuitansi diketahui oleh Bendahara Pengeluaran setelah setuju dan lunas bayar oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
waktu pertanggungjawaban BPP kepada BP. '
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FORMAT 7 A
Fortial SPTB untuk 5PM GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIAWAR BELANIA
Nomor @ ... (1)

1. Kode Satuan Kefja s i ()
2. Nama Satuan Ketja R (3
3. Tanggal ! No. DIPA RV R v ()
4. Klasifikasi Anggaran AR Y (DB (B (10

Yang bertandatangan di bawah inl atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
............................... (11) menyatakan bahwa saya berlanggungiawal secara formal dan
material alas seqals pengehuewan yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima seria kebenaran perhitungan dan seloran pajsk vang tslah
dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut

Pajak yang dipungut
oL \ : Bkt Bendahara
pMo | Akun Panerima Uralan Jurmiah Pengeluaran
Tanggal | Nomor PPN PPh
a b C d @ f g h i
12y {13 i ) T R [+ 5 OO I A VA WU BN 123 £19) (20
Rp. ... f 1 Roo .
Jumiah Hp.

Bukb-bukii pengetuaran anggaran dan asli seloran pajak (SSPEBFN) tersebut di atas disimpan
oleh Pengguna Angoaran/Kuass Pengguna Angoaran unluk kKelengkapan adminisirasi dan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Fejabat Pembuat Kamitmsn Bendahara Pengeluaran
213 (243
Mama ... .. {22)... Nama ... ... (25)...
NIPINRP . (23).. .. NIP/NRP (. {28).....

S0




PETUNIUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU

MOMOR URAIAN [SIAN

(1) Uiisi dengan nomor urut SPTB '

{21 Diisi dengan kode Satuan Kerja/Satker vang bersangkutan

(3 Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker vang bersangkuian

{4} Diisi dengan tanggal dan Nomor BIPA

(5} Diisi dengan Kode Fungsi

() Diisi dengan Kode Subfungs!

{7} Ciisi dengan Kode Program

{2} Liist dengan Kode Kegiatan

() Diisi dengan Kode Output

{1 Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun

{1 Diisi dengan nama Satuan Kena/Satker vang bersangkuian

{123 Diisi dengan nomer urut

{13) Diisi dengan ienis akun vang membehani pengeluaran

(14} Diisi dengan nama peherima uang/rekanan

{15} Diisi dengan wralan pembavaran vang meliput jumlab barang/ass  dan
spesifikas! teknisnya

{163 Diist dengan tanhggal bukit fransakst pada kuilansl dokumsn yand dipersamakan

(17 Diisi dengan nomer urut bukd fransaksi

(18) Diist dengan Milal padas kuitansi {bruto)

{18 Ciisi dengan jumiah PPN vang dikenakan

{20} Liist dengan jumiah PPh vang dikenakan

(21 Diigl tandatangan Pejabal Pembuat Komiimen (dalam hal PPK berhalangan
maka ditandatangani cleh KPA)

{223 [iisi nama Pejabat Pembuat Komiimen

{23 Diisi NIF/NRPF Pejabat Pembuat Komitmen

{(24) Ditsl tandatangan Bendahara Pengeluaran

{25} Diisi nama Bendahara Pengeluaran

{26) Dinst NIF/NRP Bendahara Pengeluaran
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FORMAT 7 B

Format SPTE uniuk SPM LS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIAWAE BELANIA
Nomor @ ... (1}

1. Kode Satuan Kerja T ()
2. Nama Satuan Kefja TSR (3}
3. Tanggal / No. DIPA Do R (4}
4 Kiasifikasi Anggaran SO €1 TR U {53 NORV SO 5 TRV SN (= SO AUNN ¢£) TN & 11) IO

Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaren Saluan Kerja
.............................. (11) menyatakan bahwa sava berlanggungiawab secara formal dan
material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang
telah kami perintahkan dalam 5PM ini dengan perincian sebagai berikut

Pajak vang Dipungut

Mo ARun Penerima Uralan Jurniah PPN PEh
a b C d £ f g
{12y {13} 4y 15 {18y {(17) (1)
Rp. ... P Rp..L S

Bukii-buktt pengeliaran anggaran dan asli setoran pajak (SSPBPN) tersebui di alas disimpan
olely Fengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran unfuk kelengkapan administrasi dan
pematiksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Permnyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Feiabat Pembuat Komitmen
18

Mamea . ... . {(20). .
MIPINRP . _(2h....
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PETUNIUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS

NOMOR URAIAN [SIAN

{h Giisi dengan nomor urul SPTH

{2} Diisi dengan kode Satuan Kerjg/Satker vang bersangkutan

{3} Diisl dennan nama Satuan Kerja/Satker vang bersanghkuian

4 Diisi dengan tangaal dan Nomot DIPA

5) Diisi dengan Kode Fungsi

{0} Diisi dengan Kode Subiungsi

{7 Diisi dengan Kode Program

{8 [isi dengan Kode Kegiadan

(W Diist dengan Kode Quiput

{1 Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun

{113 DHisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan

{123 [iisi dengan nomaor uryg

(T3} Disi dengan jsnis akun vang membebani pengeluaran

{14} Diisi dengan nama penerima vang/rekanan

{15} List wraian pembayaran yang meliputl lingkup pekeraan vang dipenanjikan,
tangaal, nomor kontrak/SPK, berita acara vang diperiukany dipersvaratkan

{18} Diisi dengan Nilai pada Kuttansi (bruio)

{17} Ditsi dengan jumiah PPN vang dikenakan

{183 Diisi dengan jumiah PPh yang dikenakan

{1¢) Dhist tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen {dalam hal FPK berhakangan
maka ditandatangani oleh KPA)

{20} Diisi nama Pejabat Pembuat Komiimen

(21 Diisi NIP/NRF Pejabat Pembuat Komitmen




FORMAT 8

KUITANSI LS

TA (1)
Nomaor Bukti : (2)
Akun : (3)

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker

Jumlah Uang CORp

Terbilang

Untuk Pembayaran :

Setuju dibayar:
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

T.Tangan dan stempel (10)
(nama jelas)

(5)

.. {8)
A7)
Tempatfigl. (8)

Jabatan Penerima Uang
T.Tangan

(9)

(nama jelas)

B4




FORMAT ©

(Format Perminiaan Penawaran Haraa)

[untuk Pengadasn Langsungl

{Tempat dan fanggal)

Nomor
Lampiran D -

Kepada Yth,
Parmtimpin Badarn USaRa............ccoceeveeeeeecevennean,

....................................................

Perihal : PERMINTAAN PENAWARAN HARGA

Dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan kerja ...ccccoveeeeeeeens pada kegiatan ............... di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, agar saudara mengajukan penawaran harga barang/
jasa seperti di bawah ini (terlampir).

NO. NAMA BARANG VOLUME KETERANGAN

dengan melampirkan copy dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. NPWP

2. Akte Pendirian beserta Perubahannya jika ada
3. SiUp

4. Bukti Pembayaran Pajak Badan/Perusahaan.

Penawaran agar ditujukan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja
.................. Alamat 1 J

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SAKEr v,
KEgiatam .oooceevireee e e e

----------------------------------
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FORMAT 10
{Format Penawaran Harga)

Tuntuk Pengadaan Langsung]

(Tempat dan tanggal}

Nomor L et
Lampiran @ -
Kepada Yth,
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan ..o
di-
Perithal : Penawaran Harga
Dengan Hormat,
Memenuhi permintaan penawaran harga nomor:...... tanggal......... , bersama ini kami Aama Badan
T N g . mengaijukan  penawaran  harga,  untuk
............................................................ Kementerian Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai
berikut

HARGA JUMLAH

NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN Rp. KET.
Rp.

Terbilang T .o (harga sudah termasulk pajak-pajak)

Demikian kami sampaikan penawaran kami, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih,

Hormat kami,

Pemimpin Badan Usaha
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FORMAT 11

{(Format BA Hasil Evaluasi, Kiarifikasi dan Negosiasi)

BERITA ACARA HASIL EVALUASY, Ki ARIFIKAST DAN NEGOSIAST
PENAWARAN HARGA

[contoh Format untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsunal

MOMOr &
Pada harl ini ......... tanggal .......... bulan ........... tghun ... ; bertempat di Kantor ...l .
Kementerian Pekerjgan Umum, Jalan ... ; dengan dihadiri wakil dari rekanan dan telah
diadakan Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi penawaran harga ......ccoeevveeeeeenn. uniuk pekerjaan

veceserneeeen PACA KEQIBEAN .o
Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/lasa Kegiatan

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut disepakati :

Mo, Spesifikasi Penawaran Hasit Klarifikasi dan
Negosiasi

Harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan vang berlaku,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Polia ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No Mama Kadudukan Tanda Tangan
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap

angagota e
3. Anggota
4, Anggota
5, Anggota

Penyedia Barang/Jasa

} No Mama Perusahaan Tanda Tangan

..............................
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FORMAT 12

{(Format Usulan Penetapan Calon Pemenana)
[untuk Penunjulkan Langsung]

KEMENTERIAN PEKER JAAN UMUM

SATUAN EERJA i,
{Tempat dan tanggal)
......... § e
Nornor
Lampiran -
Kepada Yth.
Kegialan ..,
di
Perihat  :©  Usulan Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan ... wmeraunrrrnsen
Berdasarkan Berita Acara Hasll Evaluasi Klarifikasi dan Negosiast Harga Pekerjaan Pengadaan ........cccoeeeevevvnenn,
maka Panitia rnohon persetujuan agar :
Nama Perusahan
Alamat
NPWP :
Harga Setelah Negosiasi P Ro v (e et 3

Demikian usutan ini dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Polkja ULP/Pejabat Pengadaan

Ketua,

g




FORMAT 13
{Foymat Penetapan Pemenang)

[untuk Penunjukan Langsung}

KEMENTERIAN PEKER JAAN UMUM
SATUAN KERJA ...,

(Termpat dan tanggal)

Nomor
Lampiran & -

Kepada Yth.

Kegiatan ..o
di

llllllllllllllllllllllllll

Perihal ! Penetapan Pemenang Pelerjaan Pengadaan .o iaenmiiociane oo

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor @ .......ccveeeeeeane, tanggal ......... bulan ........tahun ...
tentang usulan penetapan calon pemenang, setelah mempelajari usulan Saudara dan berita acara
hasil klarifikasi dan negosiasi harga pekerjaan tersebut di atas, dengan ini kami tetapkan sebagai
pemenang adalah :

Nama Perusahan
Alamat

NPWP :
Harga Setetah Negostas PR e, (i s )

Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,
Demikian dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

ULP/Pejabat Pengadaan
Kegiatan ..o
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FORMAT 14
{Formatl SR

SURAT PERINTAH KERJA

SATUAN KERJA:

(SPK)

Halaman  dart

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

PAKET PEKERIAAN:

feantumban dan lenghapi salah satu sajal
NMOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIMAN: [jika pengadaan melalut
Pelelemgan UsnomyTerbatas/Pemilihan Langsung]

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN: [fjika
pengadaan melalui Permjukan Langsung]

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSISASE: fjika
pengadaan melalni Permmjukan Langsung]

SUMBER DANA: [sebagai conteh, cantumban “dibebankan aas DIPA

kegaiatan

Tahun Anggaran untuk mata anggoran

WAKTU PELAESANAAN PEKERIAAN: (.

__Yhari kalender/bulan/tahun

NILAI PEKERIAAN
, Uraian N Satuan Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp) .
No. Pekerjaan Kuantitas Ukuran Material Upah Material Upah Total {Rp)
Jumlah
PPN (%
NILAL
Terbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperiniahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjuan tidak dapat diseiesatkan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Fasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada
PPK sehesar 11000 (satu per seribu} dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan
dalam SPK ini. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terfampir.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika safinan asli ini untwk Penvedia Jasa
naka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

ffabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

[temda tanga dan, cap (ika salinan asli ini wnk proyelssatman
kerfa Pefabat Pembuat Kontitmen maka rekatkan
materai Rp 6.000,- }f

[rama lengkap]
[iabatan]
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i0,

11,

STANDAR KETENTUAN DANSYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (8PK)

PENYEDEA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untsk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa seperii
hubungan hukum antara majikan dan buruh ataw antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

HAK KEPEMILEKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait tangsung atao disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh PPR maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengaliban bak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peraiatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus
dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan Tagi oleh Penyedia Jasa. Semua perafatan tersebus haros
dikembalikan dalam kendisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan penegecunlian keausan skibat pemakaian yang
wiljar,

CACAT MUTU

PRI akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jass dan memberitabukan secara tertulis Penyedia Jasa atas setiap cacal mwtu yang
ditemstkan, PPK dapat memerintabkan Peayedia Jasa untuk menemakan dan mengungkapkan cacat muta, serta menguji pekerinan yang
dianggap oleh PPK mengandung cacat mutw. Penyedia Jasa bertangguag jawab atas cacat mutu selama 6 {enam) bulan setclah serah
terima hasit pekerjaan.

PEMUTUSAN
Menyimpang dast Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan
tertuiis kepada Penyedia Jasa,

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelsksanaan pelkerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena
Lkesalahan atau kefaiaian Penyedia Jusa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rate sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK,

PENANGGUNGAN

Penyedia Jasa berkewafiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua
benluk tunfulan, anggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya vang dikenakan terhadap PPK beseria instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntstan tersebut disebabkan kesalahan atau
ketalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan haria benda Penyedia Jasa, dan/atau cidera
tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia Jasa, danfatau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atas kematian
pihak ketiga vang timbul dast pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau ¢i mana kerugian tersebut terfadi.

PERPAJAKAN
Penyedia Jasa beriiewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan fain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku
atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk daiam nilai SPK,

HUKUM YANG BERLAKU
K.eabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Repubiik Indonesia,

PENYELESATAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damat semua perselisihan yang tmbuf dari
ata berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya sclama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesatkan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri datam witayah hukum Repuldik
Indonesia.

AMANDEMEN
SPK iat tidak dapat divbah kecuali dibuat secara teriulis serta berlaku jika disetujui oleh PPE dan Penyedia Jasa.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atae mensubkontrakkan sebagian atau selurubh pekerjaan. Pengalihan selursh pekerjaan
hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) atan akibat lainnya.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISE

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidal satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telak atau akan menerima komisi ataw keuntimgan tidak
sah lainnya baik fangsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Peayedia Jasa menvefujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang meadasar lerhadap SPK ini.
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FORMAT 15

(Format SPMIQ

KEMENTERIAN PEKER JAAN UMUM
SATUAN KERJA e,

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMIO

Nomor: ..o
Paket Pekerjaan: ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejapat Pembuat Komitmen/

liabatan Fepapat Pembuat Komitmen/

[alamat satuan kerja Fejabat Fembuat Komitmen/

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian ............ 1011316 ) R tangaal ..o , bersama ini
memerintahkan:

...... weireevrerrnsentaeeessneeennenass (1AM Fertyedia |

[alamaft Penyedial

vang dalam hal ini diwakili oleh: ..o selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

s

Macam pekerfaart: oo onnennn. ;

2. Tanggal mulai kerja: oovvvevennns)

3. Syarat-syarat pekerjaan; sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Wakiu penvelesaian: selama ...... SRR ) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal ...

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak
atau bagian fertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum

Koniralk.

.................... s eers vereeenemsensenens 200

Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama ...
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan aias nama .......ccoeeeeeee
[tanda tangan]

[tanda tangan]
[mama lenekap]

[mama lengkap wakil sal badan usahal Jiabaian]

ljabatan] NIP: ........ S
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{Format BA Pemeriksaan Pekeriaan )

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJIAAN

NOMOR
Pada hari ini ......... tanggal ........o.e.. bulan ............ tabumn ... . kami yang bertanda tangan di
bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ..o i, yang diangkat berdasarkan :
- Surat Keputusan oo, NOMOF & i | FORIIN
- Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor © ................ anggal e

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan ..., telah mencapai prestasi diterimanya
Laporan Pendahuluan, Laporan Antara/Laporan Akhir/MC (*), sesuai dengan ketentuan dalam
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas serta telah memenubi syarat vang

ditetapkan.
2., Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Badan Usaha. ... telah
mencapai prestasi ...... % dan berhak mendapatkan pembayaran tahap ........ sesuai Bab V

pada Svarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

PTICV i T

..............................................................

) coret yang tidak perlu/sesuai dengan jenis pekerjaan.
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FORMAT 17

{(Format BA Serah Terima Barana/Pekerjaan)

BERITA ACARA
SERAHM TERIMA BARANG/PEKERIAAN
NOMOR & i crriee s

Pada hari ini, .ooveiviene Tangga! ..ccovvveeeeen, TAUN 11iverren, , kami yang bertanda tangan di bawah ini ;
I. Nama

Jabatan :

berdasarkan SK.......... NOwcn TG

Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
11, Nama

Jabatan

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris/Keputusan...... NOvervveees TOlviieiaraann,
Alamat Kantor
Selanjuinya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor ..., Tgh i Tahun .o,
2. Surat Perjaniian No......ooconncnineninnn, Tglverrriinninenn Tahun .o
3. Berita Acara Penvyelesaian Pelkerjaan Nomor ..., Tanggal .vovveeern.s Tahun ...... dengan ini
menyatakan mengadakan serah terima pekerjaan ... , dengan ketentuan sbb.:
Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari
PIHAK KEDUA atas hasil pekeriaan vang telah selesai dilaksanakan sbb. :

1. Pekeriaan :
2. Llokasi :
3. Instansi/Unit Kerja
Pasai 2
Penyerahan sebagairmana dimaksud dalam pasal 1 berupa :
1.
2.
3.
Pasai 3

Dengan adanya Serah Terima Ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih
dari PIMAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Nama Baclan Usaha......c.cceeriieennn Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Direltur NIP.
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FORMAT 18

(Formatl Permiohonan Pembavaran)

{Tempat dan fanggal)
........... § e
Nomor
Lampiran
Hal : Permohonan Pembayaran
Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan.....occorevenens
Satuan Kerja oo
di
Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Perjanjlan Kerja (Kontrak) Noo...onn. tanggal........cvueee. , mohon
cdirealisasikan angsuran ke..... pekerjiaan .....ccccceevrvciennnes sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan
Undang-Undang Keuangan sesuai dengan kontrak diatas.
Permohonan pembayaran sebesar ....'..% dari nilai kontrak atau ...% x Rp......... = R,
(i rupiah) dan mohon ditransfer pada rekening kami.:
Nama Badan Usaha...c..coverveeen e,
Bank..............
NOw s

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

..........................

Direktur,

105




FORMAT 19
{Format BA Pembayaran)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR :
Pada barl inl oo Tanggal .......... Tahun ...... , kami yang bertanda tangan di bawah inl
I. Nama
Jabatan :
berdasarkan SK............ No....ooneee. TGl
Atamat Kantor
Selanjutnya disebut sebagal PTHAK KESATU
I, Nama
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha......... vang didirikan
berdasarkan Akte Notaris/Keputusan.... No.....e..s o} R

Selanjutnys disebut sebagal PTHAK KEDUA

A. Berdasarkan

1. Surat perjanjian/SPK/Kontrak DND. (x| O PRTSURR
2. Berita Acara Prestasi Pekeriaan @ NO..ocovvvevvicvnnnn. (1o ITOURTINUURUN

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak BAB ........ .
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Angsuran ke- ...... sebesar ..... daii

PIHAK KESATU dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran:
1. Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP ini
2. Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP yang ialu
3. Jumilah Pembayaran phisik BAP ini
4. Potongan-potongan
i Uang Jaminan
i Pengembalian Uang Muka

i Jumlah Potongan-poiongan

5. Jumlah Pembayaran phisik BAP ini :
PPN 10% dari (5) :
Jurmlah Pembayaran BAP ini (termasuk PPN) & i

Rekapitulasi Pembayaran Kontral :

a. Nilal Kontrak RP: eviiiiirimviincincnnnaenas
b. Pembavyaran s/d BAP yvang lalu RP: v srannnn
c. Pembayaran BAP ini : RP. teireeirrrerienenisenansrzaneas (+)
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d. Pembayaran s/d BAP ini : RO, crerecierirrenienneeieens )
e. Sisa Kontrak s/d BAP ini : 1245 F PSRRI

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada Bank
.......... No. Rekening ..ooovvvviecevcennns. NPWP i,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Nama Badlan Usaha......cvvveiivieninn Pejabat Pembuat Komitrnen
Kegiatan ......cooeeee..
Direlktur NIP. o,
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FORMAT-20

‘1 Lambay ke-1 1 Uniuk Pembeli Barang #ens Pajak atauv Penernima Jasa

FAKT“R pAJA;‘( | STANQAF‘% _ Wena Pajak sebagal bukti Pajak Masukan.

Hode dan Nomsor Seri Faklur Pajak

PENGUSAHA KENA PAIAK
_Nama . .

Alamal

NP WL

Tanggai Pengukuhan PKP

PEMBELI BARANG KENA PAJAKPENERIMA JASA KENA PAJAK

EE

Alarnat

MPWE

Mo Narna Barasg Kena Pajaiasa Kena Pagk Harga Jualtpanggarzg?jn;uang MulalTermin
LUrut .

Harga JuaiPenggantianiang MukaTermlin %

Dikurangi potangan karga

‘Dikurangl Uang Muka yang telas ditetima

Basar Pengenaan Pajak
PPM 10% x Dasar Pengenaan Pajak

TARIF DPP PPABM 1 e BANDTAL L
%BIRP. e, Rp L o P
W RD BB, cvororee e
% |Rp FESICPRITIPRP O RP.
s B R e R T e e e
JUMLAH RE. o . . Mama

Jabalan

=t Corgfyang bdak peily
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FORMAT-21

DEPARTEMEN KEUsNEAN RL | SURAT SETORAN PAJAK . LEMEAR
j BIRERTORAT JENDIRAL PATAR | - ' r

. (SSP) | Uil v WP

ww L L L L]

st seswual dengan Ry Pokok Wapih Pajak yang dimilitd

NAMIAWP :
ALAMAT 3
‘MAPHode Jonds Pajale Kode Jeriz Setoran Uraian Pembayaran

IEEEEENEN

Masa Pajak

Jan Peh Mar | Apr Mei Jun Jul Ags Hep Gkt Mop Des

Hert randa slang pada salol rar kolom bulan uanek masa yang davkeram,

Nomor Eetetapan - E | ; | ] f [ | | ] i l l | ! l i | } i [ | E

D sesmai Nowmoy Kitejapen - STR SKPKE SKEPERT

Jumlah Pembayaran . Terbilang

Diai dongan supial: penuh.

Ditosima otel: antor Penoerima Pembayaran - Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal v PP . RRETTTITTon A
Cap dantandetangan _ _ _  Cop dan tanda tangan

_Nam.;aiel.as D

Ruang Validasi Kettor Penerima P"emh ayparer

st sosuar buke patunpe pengisian
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FORMAT 22
BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Fenerbif Jaminan]

GARANSI BANK
sebagal
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
NOL e
Yang Dbertanda  tangan  dibawah 101 e dalam jabatan sclaku
................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...,
fnama bank] berkedudulan di .o falamat]
untuk selanjuinya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama L e e e e e s [Fokja ULF]
Alamat D e st ernan
selanjuinya disebui: PENERIMA JAMINAN
sejurmlah uang RP .o
(ELDHANG oottt e ) sebagai  Jaminan
Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila:
Nama D e e lpeseria pelelangan]
Alamat L ettt et sab e e et nar e e ran
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

o

Garansi Bank berlaku selama ... L dalam huruf....... ) hari kalender, dari tanggal
.................. s T

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana fercantum dalam butir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Peneritma Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima
Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sehagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbui sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing~masing pihak memilih
domisili hukumm yang wmum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri oo,

Dikeluarkan di
Pada tangzal

[Bank]
Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garanst Bank
disarankan untuk 3 s 1
mengkonfirmasi Garansi in [M‘ZI??»I ddﬁ‘[‘ ;‘b{i[{gﬂ]

ke e k]
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Jaminan Pelaksanzan dari Bank

[Kop Bank Fenerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
NOL
Yang bertanda tangan dibawah inii . peeteveeraeenes dalam jabatan selaku
..................................... dalam hal ini bertindak untuk dcm AfAS NAMA .o
[nama pank] berkedudukan di cooevcvivinieeeen. erereraeas revererera falamat!
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama L ereeriee e s raraeaaas veeens SRR PPK]
Alamat L e e et e nan
selanjutnya disebatf: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang RP oo
(erbilang . dalam BUPHE ..ot ) sebagal Jaminan
Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:
Nama L wenesinns (MAIA penyedial
Alamat L e b s
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan

berupa:

a. Yang dijamin fidak menyelesaikan pekerjaan tersebuf pada wakiunya dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan dalam Konirak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

I, Garansi Bank berlaku selama .. Conndtlam huruf........) hari kalender, dari fanggal
.................................. Sl s

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

5. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumiah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waltu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Nezeri oo,

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Untek keyakinan, fﬂ-@ﬁf(]

vemegang Garansi Bank Moataral R &

disarankan untuk Materai Rp.6000,00

mengkonfirmasi Garansi
inl ke ..o fankf

[Nama dan fabatan]

i1




Jaminan Pelaksanaan dart Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Rop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

NOMOr JAmnan: e T S

S

4,

w1

=i

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ... wvveneenene THAMAL, e [alamat]

sebagai Penyedia, selanjutnya disebut T£PJAMI\I ddﬂ ................................... [nama penerbit jaminany,

. [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung

J&Wﬁb ddn dengan t{;gas terikal Pada .o [nama FPRY,

ﬂa/dmdf] ‘;{,bagal Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
i cee (terbilang .oovvvecnmrecnear e, )

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang
Barang/Jasa (SPFB]) dari PENERIMA JAMINAN I\ o SR tangszal

Surat Jaminan ini berlaku selama ........ (... dalam huraf .. ) hari kalender dan efektif mulai

dari tanggal ...l sampai dengan tangzal ...

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada wakiunya dengan baik dan benar sesual
dengan ketentuan dalam Konirak,

b. Pemutusan konirak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas

dalam walktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja fanpa syarat setelah menerima tuntutan

pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN

mengenal pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN

melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan

dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambainya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di ...............
pada tanggal ...

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

Unizek keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke

...... H e
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Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Fenerbif Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
NO. o
Yang bertanda tangan dibawah Inii e, dalam jabatan
SelaKU et d@lam hal  ind bertmdak untuk dan atas nama
........................................ [nmzm b:mﬂ] berkedudukan di ...coceinivverinnnerrnennnn, falamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini mcnyqtakan akan membayeu kepada:
Nama D e s [nama PFKY
Alamat D ettt
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
SETUIIAN UANGE RP oottt eve v st
(BEIDIIAIG ettt e e s reian eresereneenr ettt ebanessesins ) sebagal Jaminan
Uang Mulka dalam beniuk garansi bank, apabila:
Nama D e [nama penyedial
Alamat § eeteereetee b et e et et e rrareran .
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas wakiu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah
diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ............. (ernnns dalam huraf,.......) hari kalender, dari tanggal
............. Sl
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Pererima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender selelah tanzzal
jatuh fempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa
Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empal belas)
hari kerja tanpa syarat setelah menerina tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya uniuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini Hidak dapal dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihalk lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ..............

Dikeluarkan di e

Pada tanggal TP
Hnluk keyakinan oy
pemezang Gara n;i Bank [bd!h{j
disarankan untuk
wengkonfirmasi Gamns . ,
M KE oo fBiarikf Materal Ep.6000,00

[Nama dan Jabatan]

PR




Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Fenerbit faminanj

JAMINAN UANG MUKA

MNomor JAMINAN: ..o NlaL oo

2

6.

Dengan ini dinyatakan, bahwa Ramis e [REMA], i falamat]
sebagal Penyedia ‘;elaﬁgutnya disebut TERJAMIN, dan ... o [nama  penerpif

Jamingnf, ... e . lalamat] sebagai Penjamin, se]aﬁ;utﬁya dlsebut sebag‘u PENJAMIN,

bertanggung 1:1de cian dczzgan tegas ferikat pada [nama  FPPK],
.. lalamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selamutnya disebut PENERIMA jAMENAN
dtas uang sejumlah Rp T

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
Jumlah tersebut di afas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjulan  Pemenang
Barang/Jasa (SPPB]) dari PENERIMA JAMINAN NOL s, TANEEA]

Surat Jaminan ini berlaku selama ........ Cornrrnreeene dalam Jurifo........... } hari kalender dan efeksif
mulai dari tanggal sampal dengan tanggal e

Jaminan ini beriaku apabila;
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA
JAMINAN senilai Uang Muka vang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak,

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau
sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuniutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga pulul) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini,

Dikeluarkan di v,
pada tanggal .o

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

Untui Keyakinan, pemegang
Jarnan disarankan untuk
mengkonfirmast Jaminan ini

KE errns [Penerbit boninan

ii4




Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Fenerbit fJaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
NO. i
Yang bertanda tangan dibawah IME e dalam jabatan
selakiz e, et cr s neease dalamt  hal ini bertindak untuk dan atas nama
........................................ [nama bank] berkedudukan di ....evvvecvninnnvnncnnnnnn. faiamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan imn mcny&?akan akan membayar kepada:
Nama D e rsn e s {nama FFK/
Alamat OIS UUPIURUUPURUOPRIRUTON .
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp v, SO SO U UTUUUSTORSRS
{terbilang sebagal  Jaminan
Pemeliharaan dalam beﬂtuk garansi bank, apabila:
Nama T rrrerereare e rer s eeabeneetrenran [nama penvediaf
Alamat D ettt s e e
selanjuinya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas wakiu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas wakiu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

[.  Garansi Bank berlaku selama ... (... dafam  hpruf....) hari kalender, dari tanggal
N SR
2, Iuntutcm pencauzm atau Ualm dapat d;aJu kan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Penerima faminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumliah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 {empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntul supaya benda-benda yang diikat

sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih

domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Fengadilan Negeri .....ooovvee.n.

23

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Pank]

Usttuk keyakinan,
pemegang Gavansi Bank
disarankan untuk Materat Rp.GOOQ,O(}
mengkonfirmasi Gansi
int ke ... fankf

{Nama dan jahatan]
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

NOIOL JAMINAIL woiiriieceee e geneee e S T

1.

3

LR

w1

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: .o [nama, .o, . falamatf
sebagai Penyedia, se]anJutnya disebut TERJAMIN, dan ... [mm'z penerbit

JARURAN], . e . [alamaf] sebagal Penjamin, selanjufuya dlsebut sebagaz PENJAMIN,

bertangzung Jawab d«m dengdn tegas  terikat pada ........................................ {nama  FPK],
ceverenrass . [alamat] sebagal Pemilik Pekerj Jaan sa,ian]u%nya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uung sejumlah - Rp e o . (terbilang
Maka kami, TERIAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan dirl untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang
Barang/Jasa (SFPB}} dari PENERIMA JAMINAN NO. v rneerennens 1ANZRE]

Surat Jaminan ini berlaku selama ... C.....dalam huref.. ) hari kalender dan efektif
muial dari tanggal e, sampal dengan tanggal ..o

Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima funtutan
pencairan secara ferfulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
menzenal pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN iebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sepagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
Tuntutan pencairan ierhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kevakinan, pemegang

Jambian disankan entuk Dikeluarkan di ...ooocevvveeviveeneens
menzhomfimasi faminan ini
e o FResiortt fannanf pada tanggal .............................
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

1ié




FORMAT 23

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PHLN

1 Nomor dan tanggal DIPA : (H

2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun : (2)

3 Nomor Loan dan Nomor Register : )]

4 Kategori : (4)

5 Nomeor dan Tanggal Konirak : (5)

8 Nomor dan Tanggal Addendum : (8)

7 Nama Kontraktor/perusahaan : (7}

8 Alarnat Kontraktor : (8)

9 Prosentase Loan : 2

10 Nilai Kontrak : (10)

11 Porsi pembayaran Loan : (11)

12 Porsi pembayaran GOl : (12)

13 Uraian dan volume Pekerjaan : (13)

14  Sistem Pembayaran : (14)

15 Cara Pembayaran : (15)

16 Jangka Waktu Pelaksanaan ; {16)

17 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : {17)

18 Jangka Waktu Pemeliharaan : (18)

18 Ketentuan Sanksi : (19)
Catatan . Tempat, tanggal ... (20) .........

: a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan Komitmen
dengan perubahannya. (Tanda Tangan)

21)

(Nama Jelas)

£17




Catatan:

FORMAT 24

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah

fiurni

S W W N oo B W S e

—
Y -

Nomor dan tanggal DIPA

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun
Nomor dan Tanggal SPK/Kontralk
Nama Kontraktor/perusahaan
Alamat Kontraktor

Nitai SPK/Kontrak

Uratan dan volume Pekerjaan
Cara Pembayaran

Jangka Waktu Pelaksanaan
Tanggat Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Wakiu Pemeliharaan

Ketentuan Sanksi

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak
agar disesuaikan dengan perubahannya.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
©)
N
(8)
{®)
(10)
(i
(12)

Tempat, fanggal ............... (13)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
(Tanda Tangan)

(14)
(Nama Jelas)

iig




LAMPIRAW 6.: PERATURAN MENTERI PEEERJAAN UMUM
NOMOR : 14 /PRT/M /2011
TANRGGAL : 14 November 2011

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAEBAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan/surat edaran yang
diterbitkan di lingkungan Kementerian, setiap Kasatker selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang mempunyail kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan
laporan-laporan sebagai berikut:

. Umum

Sesuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri
Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap
Satker baik di pusat maupun di daerah wajib menyampaikan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Keuangan harus mengacu pada Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistermn Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN]).
Laporan Keuangan yang disusun oleh satker termasuk Satker, setidak-
tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

» Laporan Keuangan adalah bentuk pertangungjawaban pengelolaan
keuangan negara selama satu periode.

e Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja dan pembiayan selama suatu periode,

¢ Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

« Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yvang
memadai.

Disamping itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Satker juga harus
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja
vang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan
APBN.
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A. Laporan Heuangan dan Laporan Barang Milik Negara

1. Laporan Keunangan SAIL
Pelaporan Keuangan SAI dilakukan secara berjenjang dengan tahapan
sebagai berikut:

a.

b.

S

Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA).

UAKPA memproses Dokumen Sumber untuk menghasillkan laporan
keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran {LRA), Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) serta melakukan rekonsiliasi
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap
bulan.

UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan tembusan
disampaikan ke Pejabat Eselon I terkait. UAPPA-W ditetapkan oleh
Pejabat Eselon 1 terkait dengan mengacu pada peraturan Menteri
Keuangan.

UAKPA melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan Laporan
BMN.

UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

UAPPA-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait dan
menyampaikannya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon [ terkait (UAPPA-E1).

Pejabat Eselon I menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri.

UAPPA-E1 menyusun laporan gabungan Unit Kerja Eselon 1 untuk
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

UAPP-E1 melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan Laporan
BMN.

UAPA up. Biro Keuangan menyusun Laporan Gabungan
Kementerian, yang selanjutnya akan disampaikan ke Menteri
Keuangan.

Laporan Heuangan SAI terdiri atas:

a.
b.
C.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK)

Pada waktu-waktu tertentu, penyampaian laporannya dilengkapi dengan
Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini,
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Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan SAI

2. Laporan Barang Milik Negara SAI
Pelaporan Barang Milik Negara SAI dilakukan secara berjenjang dengan
tahapan sebagai berikut :

No Periode Pengirim Isi Laporan Tujuan Waktu
Perlaporan Penyampaian
1 Bulanan UAKPA a. LRAD KFPN Tgl 7 bulan berikut
. Neraca, Dilengkapi @ {sekaligus
Arsip  Data Komputer | rekonsiliasi)
(ADK)
UAKPA a. LRA & a. UAPPA-W Tgl 12 bulan berikut
b. Neraca dan
Dilengltapi ADK  dan | b. UAPA-E1
Berita Acara Relionsiliasi
{BAR)
UAPPA-W ADK Kanwil Ditjen. Tgl 17 bulan berikut
Perbendaharaan
{DJPb)
UAPPA-W a. LRA % UAPPA-E1 Tgl 20 bulan berikut
b. Neraca, dilengkapi
ADK
UAPPA-E1 a. LRA % UAPA Tgl 25 bulan berikut
b, Neraca, Dilengkapi
ADK
2 Triwulanan | UAKPA BAR ¥ KPPN 7 April (Triwulan I)
7 Ol (Triwulan 111}
UAKPA LRA 2 UAPPA-W 7 April {Triwulan 1)
7 Okt (Triwulan 1I)
UAKPA LRA 2 UAPPA-E1 12 April (Triwulan T)
12 Okt {Triwulan i)
UAPPA-W a. LRAY Kanwil DJPb 17 April (Triwulan |
b. Neraca (sekaligus 17 Okt (Triwulan )
rekonsiliasi)
UAPPA-W a. LRA% | dilengkapi BAR | UAPPA-E1 20 April (Triwulan I
20 Okt (Triwulan HI)
UAPPA-E1 a, LRA 2 UAPA 27 April (Triwulan T
29 Okt (Triwulan HD)
3 Semesteran | UAKPA a. LRA % a, UAPPA-W 10 Juli {Semesteran)
/ Tahunan b. Neraca dan 20 Jan, (Tahunan)
c. CaLK b, UAPA-E1
UAPPA-W a. LRA 2 UAPPA-E1 15 Juli (Semesterar)
b. Neraca 29 Jan. (Tahunan}
c, CalK
UAPPA-E] a. LRA 2 UAPA 20 Juli (Semesteran)
b. Neraca 27 Febh. (Tahunan}
¢, CalK
{1) LRA yang disampaikan adalah LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan
dan Hibah dan
LRA Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliast
{2) LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembaliar: Belanja, LRA Pendapatan
dan LRA Pengembalian Pendapatan
{3] BAR hasi Rekonsiliasi antara UAPPA-W  dengan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan
{4) Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September dan Desember

a. Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

b. UAKPB melaksanakan proses almuntansi atas Dokumen Sumber
dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan
Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari
anggaran pembiayaan dan perhitungan.
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d. UAKPB menyampaikan Laporan BMN

h.

UAKPB menyampaikan Laporan BMN kepada UAKPA.

kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan tembusan
disampaikan kepada Pejabat Eselon 1 terkait.

UAKPB melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan.

UAPPB-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait
dan menyampaikannya kepada Pejabat Eselon 1.

Pejabat Eselon I menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada
Menteri.

UAPPB-E1 menyusun laporan gabungan Unit Kerja Eselon I untuk
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

UAPPB-E1 melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan

UAPB tingkat Kementerian up. Biro Perlengkapan dan Umum
menyusun Laporan BMN Kementerian, yang selanjutnya akan
disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Laporan BMN SAI terdiri atas :
a. Laporan Barang

b. Catatan ringkas BMN

c. Laporan Kondisi Barang

Serta Arsip Data Komputer (ADK)
Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jadwal Penyampaian Laporan BMN SAI

No Periode Pengirim Isi Laporan Tujuan Walriu
Perlaporan Penvampaian
H Bulanarn UAKPB Arsip  Data  Komputer ; UAKPA Tgl 5 bulan berilout
(ADK)
2 Semesteran | UAKPB Catatan Ringkas BMN UAKPA
UAKPB a. Laporan Barang UAPPB-W 5 Juli (Smester [
b. CatatanRingkas BMN 10 Jan. {Smester )
¢, ADK
UAKPB a. Laporan Barang UAPPB-E1 | 5 Juli (Smester [
b. CatatanRingkas BMN 10 Jan. {Smester I}
c. ADK
UAPPB-W | a. Laporan Barang UAPPE-E] | 14 Juli (Smester ])
b. CatatanRingkas BMN 28 Jan. (Smester 11}
c. ADK
3 Tahunan UAKPB Catatan Ringkas BMN UAKPA
UAKPB a. Laporan Barang UAPPB-W | 15 Januari tahun
b. CatatanRingkas BMN berikut
c. LKB
UAPPB ~W | a. Laporan Barang UAPPB-E1 | 25 Januari tahun
b. CatatanRingkas BMN berikut
¢, LKB
UAPPB-E1 | a. Laporan Barang UAPPB 2 Februari tahun
b. CatatanRingkas BMN berilut
¢c. LKB
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ARUS PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

UAPA/JAPB

ADK & LAP uAPP-Eif
Busuunsodn e sl UAP?B"EE

UAPPA-W
UAPPB-W

ADK & LAl

HEEREL S EOEIERREAERNAARACRUUIEARER

UAKPA
UAKPB

HHOGEAEOOAODBESRAER

Keterangan :

ety UJAKPA  menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA Wilayah wuntuk tujuan

Penggabungan.
UAKPB menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB Wilayah uniuk tujuan
Penggabungan.

%= UAPPA Wilayah menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK menyampaikan le
UAPPA-E-1,
UAPPB Wilayah menyampaikanr Laporan Barang gabunganbeserta ADK menyampaikan ke
UAPPE E-1.

=== =F  UJAKPA secara bersamaan menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA E-1 {tinglkat

Eselon | terkait).
UAKPE secara bersamaan menyampailian Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB E-1 (tingkat
Eselon 1 terkait),

—* UAPPA El menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK ke UAPA {tingkat

Kementerian/Biro Keuangan).
UAPPE E-1 menyampaikan Laporan Barang gabungan beserta ADK ke UAPB (tingkat
Kementerian/Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara}.

B. Laporan Kinerja Instansi Pemerintakh

Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun Laporan
Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri. Unit Kerja FEselon I
menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Gabungan berdasarkan
laporan yang diterima dari Satker dan selanjutnya menyampaikannya
kepada Menteri serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran (outputs) dari masing-
masing kegiatan dan hasil (oufcomes) yvang dicapai dari masing-masing
program sebagaimana ditetapkan dalam DIPA.

Tata cara, mekanisme dan format-format pelaporan yang digunakan dalam
Pelaporan Kinerja untuk Satker sesuai dengan peraturan perundang-
undangar.
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. Khusus (Pelaporan sesuai ketentuan di linghungan Kementerian)

A, L.

Laporan Keuangan sesuai demgan Peraturan Menteri PU No.
O1/PRT/M/2011

1.

Laporan yang harus disusun sebagai dokumen pada satuan kerja
untuk keperluan pemeriksaaan dan manajemen satuan kerja adalah
LAPORAN KEADAAN KREDIT ANGGARAN (LKKA). Laporan ini tidak
disampaikan ke Biro Keuangan.

. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke Bagian Keuangan

Unit Eselon 1 terkait dan Biro Keuangan Kementerian PU adalah :
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).

. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke KPPN setempat,

BPK-RI, dan Biro Keuangan Kementerian PU adalah LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA {LPJ BENDAHARA).

. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui e-Monitoring, yang

meliputi:

a.

Data dan Informasi (Pekerjaan Swakelola maupun RKontraktual)

¢ Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya;

o Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output,
output dan kegiatan,

o QOutput per paket pekerjaan, dan Kegiatan baik jumlah maupun
satuannya;

s Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement);

o Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah
terkontrak termasuk nilai kontralk dan sisa lelang;

e Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub
Output, Per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per
Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d
Nilai Kontrak;

o Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket
pekerjaan, Per Output, Per Kegiatan per Satker {(Kurva S);

e Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per paket
pekerjaan, Per Output, Per Kegiatan per Satker;

¢ Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN;

e Permasalahan Potensial dan Rutin;

e Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP} dan Renstra.

. Perubahan Data Dasar e-Monitoring

Perubahan data dasar e-Monitoring yang diakibatkan oleh Revisi
RKAKL/DIPA/POK dilakukan dengan cara sesual Lampiran 1.1
Mekanisme Penyusunan dan Revisi DIPA/POI.
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¢. Waktu Penyampaian Laporan

Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan
mekanisme sepertl berikut:

1. Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap ada perubahan data
dan informasi.

2. Secara tertulis yang ditandatangani kepala Satker setiap dua
mingguan (tanggal 13 dan 28}.

2. Penggunaan Data dan Informasi e-Monitoring
a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

e Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th
2006} yvang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I
terkait dan Atasan Langsung;

o Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B,
PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada
Menteri cq. Sekretaris Jenderal;

¢« Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006}
yvang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

b. Laporan Progres Fisik dan Keuangan

e Form PI1-P10, Laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan
Pejabat Eselon I selaku Penanggung Jawab Program;

o Forms S1-56, Laporan Atasan Langsung kepada Atasan/Pejabat
Eselon I (selaku penanggung jawab program,;

o Form 51-86, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Menteri cq.
Sekretraris Jenderal;

c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Pencetakan Lampiran POK yang meliputi:

¢« Lampiran 1- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
, yang ditanda-tangani Pejabat Eselon I;

» Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-
tangani Kasatker;

o Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-
tangani Kasatker;

e Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang ditanda-tangani
Kasatker;

¢ Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per OQutput Per
Alkun;

¢ Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Output/Sub
Output/Komponen/Sub Komponen yang ditanda-
tangani Kasatker;

e Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang
Wajib Dibuat dan Dilaporkan oleh Kasatker,
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d. Manfaat

e Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian /Lembaga;

o Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik;

o Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan atas
permasalahan yang terjadi.

3. Pemantauan dan BEvaluasi

Pelaporan secara elektronik melalui e-Monitoring menjadi alat/instrumen
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi masing-masing Satker,
serta penilaian terhadap kinerja Satker.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian terhadap tingkat kepatuhan pelaporan
melalui e-Monitoring ini dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal
dengan menggunakan Laporan Form P1-P10 sebagai bagian dari bahan
pemeriksaan.
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Pencetakan Laporan Progres Fisik dan Eeuangan yang meliputi

o Form PI - Rincian Pekerjaan

RINCLAN PEERJARN
SATRENIGAL:
5T

Koo dan Hama Satuzn Rerfa!Satvan Heda Sewmentaa
[t

Hatszagen
M AU [
PR (RN
9 - s
b Pevosns dah

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Namea
NIP. ...

e Form P2 - Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual

RIRCEAH PROSTER LELAKG PAKET KONTRAKIUAL
BATRIRHAL »
STATUA: .
KODE DAN NAHA DATUAN RERJASATUAN KERJA BEBERTARA v i
Jonda DiPA L

ROWeEAgan.
ko f1diat Hosor Pigaman Luar Hagen (PR e Kegiehan yang Ehiayad cangaa FLH
A el O PRngBpsn [Oraghiinas
E o i35] . Fenguysain perighat ek o evbiey BHOIIEY daa Hine
[+ 2 Beass zanggeh
[ P Unnangan poasisisn anzednn
£ Panetnan sk pr e 3 Fraagsub ah GRnasann by
F 7 F h 5, T Pusdatiasn DRSRalan higs
a. 252 sarpgeh prak bl & vtz pongwaten )
B Lidangan i 4 AN R shrts V! Fetniungas kombingsi nnds danbiye
3 Progerhian Goissmn ling W Fongunn pamaranghiogains v dan figya
1 Ferjisien X AR Y
3 F E s Talang € s Vi Mata panggh
L FRasban pInswErs z w5 Sl Nt o dan bye
[43 FLmisR RONRBAF + PR fomang
H Bupbast almedmras s ey © Penprdsnnganan bk

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. creenns
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&

Form P3 - Rincian Proses Lelang Paket Hontralktual

RIHCIAR PERBIAPAN LELANG PAKET KONTRAKTUAL
SATHIRKAL = .
STATUS :

KODE AN RARA SATUAR KERJASATUAN KERSA BERENTARA ..
_donls DIPA

T kagiﬂm -
Dutpat...
Bub Gutpt

Baligl Pekeriaan o,

HEangan
A Frpbansken Faia
8 Eapyuranan D00 LGRS Brmates KARSsatiad dadansar
< Rarcanz Argaren Biaya (PS8} ’
b Tata Carg Pongadaan
H Feakgurcanan Mashd Masa dan Ensong

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. ...

Form P4 - Jadual Pelaksanaan Anggaran

JATUAL PELANGANAAN ANGOARAN
SATIHKHAL v
STARUE: ..
KOOE DAH HAKA DATUAR KERJABATUAR KERIA SEMENTARA ..o e
Janis DIPA -

kot 11 £ Hiomor Fryrman Lust fhegere it Y8 GTREyE O it
Eoed 17, $3dan o
i Koot e, Pate o
Tl Gerailils wh Fal e
sodan VG
P ]
& P
Entarann Sea e mdn 2k sk S Kaliaker mengs [ iy

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. .
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e Form P4.1 - Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

JADUAL PELAKSAHASN PEKERIAAN
GATENKAL S oo

KODE AR NARA SATUAH KERINSATUAN KERJA SEMENTARA .

sl Soian,
 KetigonatlfaiesFekoriian

imimimim

A

[
i

) emiek Kagigtan yag ey dwgsa Pl

taom Thts

L Ealatiar

Loicasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. ...

o Form P5 - Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Hegiatan

DAFTAR FOTENSIAL 2ASALAH PELAKSANAAN KEGIATAN TAKUN ANGOARAN ...

KODE DAN RARA SATUAN KERJA/SATUAN HERJA SERENTARA
Joits [ipa ;

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama

NIP.
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s Form P5.1 - Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan

DAFTAR WMASALAY PRLAKGAHASH KEGITAN TAHUN ANGOARAN ..,
SATRAHIAL .
BTATUD

KGDE DAH HARA SATUAN KERJINBATUAN HERJIA SEISEHTARA
Jerede Diga o

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

e Form P6 - Rincian Pelaksanan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber
Dana

RINCEAN PELAKBANAAN ANGGARAN PER JEKIB BELANJA DAN SUISBER DANA TAHUN ANGGARAN ..,
AT NP
BTATUR:.

1. | Frogram
E kenialan ..
Outp
T b
" Koraponen
T pakat Pekerjaan .
- Paket Fekerfsgn

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Satuan Kerja

Form P7 - Pelaksanaan Kontralkiual Terhadap Pagu Eontraktual

PELAKSANAAN KONTRAKTUAL TERHADAP PAGU KONTRAKTUAL DIPATA, .
SATRINIAL ..
STATUS ;...

HODE DAN NAMA SATUAN KERJUSATUAN KERJA SEMENTARA
Janls Dipa

{dam i fia)

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. ..o
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Form P8 . Pelalksanaan Paket Eontraktusl

PELAKBANAAN PAKET KONTRAKTUAL TARUN ANGGARAN ..

SATHINKAL:

STATUS

Kode dan Nama Satuan Kerja/Satuan Kora Samentaral o oensmisern .
Jenis Dipa ;

{dafam rbuan upian]

.rm.
Keglatan
OQulpit
S
“Kompeaan .

- Paket Peferjaan

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP., e

Form PU - Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Eerja

FROGRES FEAEMIAAH DAN PERYERADAN TERAGA KERIA TARUN ANGGARAY ..
SATHIRKAL: .
$TARE

Hozv dan Hama Satuza KofaiSatuan Koria Sementara:

Heireh
AU A%
P

visi s e
o tafs

Lolasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. ...
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o Form P10 - Jadual Penyerapan Tenaga Kerja

SADUAL PERYERAPAM TEREGA KERIA
SATHIRRAL .
STATUS:,

KOUE B HAHA SATUAN KERFASATUAN KERIA SEMENTARA ... .
Jen .

R Feiigarn

mimim i

A P faa
o ol Pabet Dasie e

SR kdanat rargtany

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

s Form 31 - Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Pekerjaan

REKAPITULAST PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN .....
STATUS : ciinene

DT i RG]

SATHMINKAL

ARELRERERAR KORTIARTUAL

TADNMISTRAS iU

Ao RSK

2. T, FRighaih 20 iy

BN g SRR A DT T el

G ¥ SO FEBAINEAT. DOMERRsD, thad
i DN RS A PG

&P : 20y rdesy tesran maseal

& Tarioninah = stal oomentios! sdatah hagiaten o 5ukh Sl 0 SR, Uil pokal Mo Gt Sahandtn s yab) th5n e

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama
NIP. ...

132




e Form 82 - Rekapitulasi Pelkerjaan Per Satnan Herja/SNVT

REKADVTULAS] PREERIAAN PHE SATUAN KERJASNVT
TAMUM ARIUEANAN - ...
BTATUS .
SATRINKAL ;

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

o Form 83 - Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja Per
Sumber Dana

REKAPITULAS] PELAKSANAAN ARGGARAN PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAH ......

SATHINKAL
)

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon |

Nama
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e TFormm 84 - Rekapitulasi Pekerjaan Per S8atuan Eerja/Per SNVT

REXAPITULASE PERERIAAN PER SATUAN KERJASSNVT
FAHAN ANGUEARAN
BTATUB ! e

Sates .

BELRAT e e

et
R = #encana
A= Altualisas

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama
NIP. ...

¢ Form S5 - Rekapitulasi Pekerjanan Kontraktual Per Satuan Kerja/Per SNVT

RERAPITULASI PEKERJAAN KONTRAKTUAL PER SATUAN KERJA/SNVT
EABUN ARLGARARN ..
STATUS © iriciccirens

SATISINKAL :

busn i)
BELUM LAY

(e 6

Sather

Satiar .

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon 1

Nama

NiP. ...
o Form 86 - Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Per Satuvan Kerja/Per SNVT

REKAPITULASI PERERJAAN PER SATUAN KERIA/SNVT
TAHUN ANGGARAN ...
SATMINKAL T

{dalam [buan upiah)

Haluan Kega

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama
NIP. ...
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Pencetakan Lampiran POK yang meliputi:

s Lampiran I - Rencana Keria dan Anggaran Kementerian/Lembaga

REHCANA HERJA DAR ANGGARAN REMENTRIMULEMBAGA Y4 .,
FUHGHASAN AHGGARAN SIS AL PESE JEINS BRLARA

KERERTIIAWLEMBAGA ..
FATHAH KERL
JELEG (6195,

AR T
Peaglinem ...

Eogiatan,
sl .

kel

Loi{.asi, Tanggai /Bulan/Tahun
Sekjen/Ivjen/Dirjen/Ka Badan

Nama
NIP. ..
¢ Lampiran 2 - Struktur Eegiatan Satuan Herja
SIRUETER KEGIATAH SATUAN KERIA
TAHUH ARGEARAH ..
SATUAN KERIA ! cmtmaciennsememraen e DA Homar | ...

PROVINST Tanggal DIFA

Pajabat Pambuat Komitm

#’t‘og X

Kegiatan,
Output....

Syb Outnut,

KanE'u\nrﬁ

Sub K

Akun,

Lokasi, Tanggal/Bulan/ Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP. ......

o Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan

STRBOUR KEGIATAN SATUAR KERJA
TAMH ARGGEARAR ...

SATUAN KERIA
FROVINSE

s
. iPejabat Pembunt Komitman,

Kematan,

IS T NSRS —————
Suth Ouynat.,

Lolasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NP, s
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¢ Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan

FATAVAL RELAKAAHARH REGIATAR
TATUN ANGEARAR

S Vi

T Dy

s et e vinsDnh
SRR TR

amgos
et Feimiain

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

¢ Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggavan Per Quiput Per Akun

RENCAKA PENYERAPAN ANGGARAN PER OUTPUT PER ARUH
TAHUN AHGGARM ...

Detean Bega Ko 57 DiPA
Prrang Tanggat DF
Ho! Prag Pagu {fp 6] Ronsdns Fanyerspan Anggaras (Rp 850)
Kotz Cutmaitkun REH PHLN Tatad Jan Fily Mar Apr 2 i du} At Sep it Ny oz
Peogram
Hegiatan PR
et
Apr,
Tetsl

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

o Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Guitput/Sub Output/Komponen /Paket Pekerjoan

Kode dan Marms Satust Kei)a @ ... S,
Jemis DIPA: ...

OGN ..
Kegiatan
P
..Sub

Lolasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama.
NIP. e,
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Lampiran 7 ~ Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan

o Periode Pengirim Isi Laporan Tuivan Waldu
Pelaporan Penyampaian
I | 3adual Penyampaian Laporan Pelaitsanaan Rencana Pembangunan
1 Triwulan Kementerian / Lembaga
a. Penanggung Jawab | Form - A a. Penanagung Jawab {5 harl  kerja
Kegiatan  (Kepala Program (Kepala Unit | setelah  triwulan
Unit Kerja) Organisasi) dan Kepala | berakhir
Bappeda dimana
kegiatan berlokasi
b. Penanggung Jawab | Form - B b. Menteri / Pimpinan | 10 hari  kerja
Program  (Kepala tembaga setelah  triwulan
Unit Organisasi) berakhir
¢, Para Menteri [ Form-C ¢. i, Menteri PPN 14 hari keria
Pimpinan Lembaga 2. Menteri Keuangan setelah  triwulan
3. Menteri PAN & BB berakhir
2 Triwulan Pelasanaan Dana Delonsetrasi di SKPD Provinsi
a. Penanggung Jawab | Form - A a. Penanggung Jawab | Tidak diatur
Kegiatan Program
b. Penanggung Jawab | Form - B b, Kepala SKPD Tidak digtur
Program
c.  Kepala SKPD Form - C c. 1, Menteri/Pimpinan 5 hari  kerja
LPND setefah  {riwulan
2. Kepala Bappeda berakhir
Provinsi
d. Kepala Bappeda d. 1. Menteri PPN 14  hari  kerja
Provinsi 2. Menteri Keuangan setelah  Eriwulan
3. Manteri PAN & RB berakhir
3 Triwulan Pelasanaan Dana Tugas Pembantuan di SKPD
a. Penanggung Form-A a. Penanggung Jawab | Tidak diatur
Jawab Kegiatan Program
b, Penanggung Form- B b, Kepala SKPD Tidak diatur
Jawab Program
c.  Kepala SKPD Form - C d. 1. Menteri/Kepala 5  hat  kerja
Lembaga terkait setelah  triwulan
2. Kepala Bappeda berakhir
d. Kepala Bappeda | Form-C €. Kepala Bappeda 14 hari  kerja
Kab/ Kota Provinsi setelah  triwukan
berakhir
I1 | Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan
1 | Bukanan &, Satuan Kerja Form Pi-P10 | a. 1. Atasan Langsung | Tanggal 7 dan 22
dan  Backup 2, Penanggung butan yang
Data Jawab Program bersangkutan
eMonitoring
h. Atasan Langsung Form 51 - $6 | b, 1. Pepanggung Tanggal 10 dan

13

7




! dan Backup Jawab Program {25 bulan  vang |
Data . bersangkugan
eMonitoring

C. Penanggung Form 51 - 56 1 . Menteri cq. anggat L3 dan i
Jawab  Program | dan  Backup Sekretaris Jenderal | 28 bulan  yang |
(Pejabat Eselon 1) | Data | bersangkutan f

eMaonitoring | i

1} Laporan Progres Fisilt dan Keuangan disampaikan melalui e-Monitoring, yang disampaikan secara berjenjang dar: Pejabat
Pembuat Komitmen kepada Kasatker, dan Kasatker kepada Pejabat Eselon I {selaku Penanggung Jawab Programy} dengan
cara online melalui alamat website http:f/emoenitoring pu.go.id atau  hitp://emonitoring-pu.web.id dengan
menggunakan Userid dan passwaord yang telah ditentukan,

MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd
. ) . DJOKO KIRMANTO
Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Bire Hukum,

-

ot a 5 yd
et g

ismono
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LAMPIRAN 7. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 14/PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

MEKANISME PENYUSUNAN DAN REVISI DIPA/
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAN DILAKSANAKAN SENDIRI

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan sendiri, membutuhkan
mekanisme perencanaan khususnya dalam proses pengurusan DIPA dari mulai
persetujuan hingga revisinya. Peraturan Menteri PU ini mewajibkan seluruh Unit
Kerja terkait yang memiliki kewajiban dalam pengurusan per-DIPA-an untuk
mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme perencanaan,
pengendalian hingga monitoring dan evaluasinya dapat mengacu pada kinerja
Kementerian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategi Kementerian PU
2010-2014.

Untuk tahap-tahap yang wajib diikuti oleh seluruh Unit Kerja terkait adalah
sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Tetap Pusat/SNVT Pusat di Jakarta:
= Proses pengesahan DIPA;

a. Kasatker menyusun usulan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya yang
dikelola di lingkungan Satkernya;

b. Usulan pekerjaan dibahas Unit Kerja Eselon Il masing-masing;

c. Pejabat Eselon II menyampaikan usulan program kepada Eselon I selaku
penanggungjawab program untuk mendapatkan persetujuan;

d. Setelah usulan program disetujui, Kasatker menyusun Kerangka Acuan
Kerja (KAK]), Rencana Anggaran Biaya {RAB) dan Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan berdasarkan persetujuan sesuai dengan butir (¢}, yang
kemudian dituangkan ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL);

e. Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan, terkait Standar Biaya Umum, Standar Biaya
Khusus, dan Harga Satuan Pekerjaan serta Akun yang digunakan;

f. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) yang menjadi
dasar penerbitan konsep DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;

Kasatker melakukan penelaahan Dbersama Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan SP-RKAKL dari

Direktorat Jenderal Anggaran;

h. Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
mengeluarkan Konsep DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep DIPA
tersebut kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan
persetujuan;

o
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H

1.

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal,
Konsep DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan c¢q. Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.

Proses revisi REKAKL:

a.

b.

Kasatker mengajukan usulan revisi RKAKL kepada Eselon I selaku
penanggungjawab program melalui Eselon II terkait;

Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab
program, selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan cq. Direktur
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan;

Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan SP- RKAKL yang menjadi
dasar penerbitan konsep DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan,;

Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasakan SP-RKAKL dari
Direktorat Jenderal Anggaran;

Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
mengeluarkan Konsep Revisi DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep
Revisi DIPA tersebut kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal untuk
mendapatkan persetujuan;

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal,
Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan;
Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitoring dimutakhirkan secara
off-line, kemudia backup data e-Monitoring dikirim secara on-line.

Proses revisi DIPA:

a.

b.

Satker mengajukan usulan revisi DIPA kepada Eselon 1 selaku
penanggungjawab program melalui Eselon I terkait;

Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab
program, Kasatker melakukan  penelaahan  bersama  Ditjen
Perbendahaaan, Kementerian Keunangan;

Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
mengeluarkan Konsep Revisi DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep
Revisi DIPA tersebut kepada Menteri c¢q. Sekretaris Jenderal untuk
mendapatkan persetujuan;

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal,
Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keunangan cq. Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan;
Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitoring dimutakhirkan secara
off-line, kemudian backup data e-Monitoring dikirim secara on-line.

Proses pengesahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK):

a.

Kasatker menyusun usulan POK sesual dengan DIPA vang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
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b.

Kasatker menyampaikan usulan POK kepada FEselon I selaku
penanggungjawab program melalui Pejabat Eselon II terkait, untuk
mendapat pengesahan;

Setelah POK disahkan, Kasatker mengisi data e-Monitoring dan
melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK.

= Proses revisi POK:

a.

Kasatker menyusun revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan
kondisi pekerjaan;

Kasatker menyusun usulan revisi POK sesuai perubahan pada butir (a)
dan menyampaikan usulan revisi POK kepada Eselon [ selaku
penanggung jawab program melalui Pejabat Eselon II terkait;

Setelah Revisi POK disetujui pejabat Eselon I, Kasatker mengisi data e-
Monitoring dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK.

2. Satuan Kerja Tetap Balai/Balai Besar/Loka dan SNVT di daerah:
=  Proses pengesahan DIPA:

a.

b.

h.

Kasatker menyusun usulan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya yang
dikelola di lingkungan Satkernya;

Kasatker melakukan pembahasan/penelaahan di masing-masing Unit
Kerja Eselon II;

Pejabat Eselon Il menyampaikan usulan program kepada Eselon I selaku
penanggungjawab program untuk mendapatkan persetujuan;

Setelah usulan program disetujui, Kasatker menyusun Kerangka Acuan
Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya {RAB) dan Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan berdasarkan persetujuan sesuai dengan butir (¢}, yang
kemudian dituangkan ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL);

. Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan, terkait Standar Biaya Umum, Standar Biaya
Khusus, dan Harga Satuan Pekerjaan serta Akun yang digunakan;
Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan (SP) RKAKL
yvang menjadi dasar penerbitan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) dari
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
menerbitkan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) sebagai dasar untuk
penelaahan di daerah (Kanwil DJPBN);

Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian
Keuangan berdasarkan DNA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep
DIPA, Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani
Lampiran Konsep DIPA atas nama Menteri Pekerjaan Umum;

Konsep DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cqg. Kanwil DJPBN
untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
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k. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitoring dimnutakhirkan secara

off-line, kemudian backup data e-Monitoring dikirim secara on-line.

Proses revisi RKAKL:

a.

b.

Kasatkker mengajukan usulan revisi RKAKL kepada Eselon 1 selaku
penanggungjawab program melalui Eselon II terkait;

Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab
program, selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan cq. Direktur
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan;

Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan (SP-RKAKL)
yang menjadi dasar penerbitan Daftar Revisi Anggaran {(DRA) dari
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, Kementerian  Keuangan
menerbitkan DRA sebagai dasar untuk penelaahan di daerah (Kanwil
DJPBN);

Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian
Keuangan berdasarkan DRA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep
Revisi DIPA, Kasatker selaku Kuasa  Pengguna  Anggaran
menandatangani Lampiran Konsep Revisi DIPA atas nama Menteri
Pekerjaan Umum;

Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Kanwil
DJPBN untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.

Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitoring dimutakhirkan secara
off-line, kemudian backup data e-Monitoring dikirim secara on-line.

Proses revigi DIPA (Lingkup Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan):

&.

b.

Kasatker mengajukan usulan revisi DIPA Kementerian Keuangan (Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan};

Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian
Keuangan;

Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep
Revisi  DIPA, Kasatker selaku Kuasa  Pengguna  Anggaran
menandatangani Lampiran Konsep Revisi DIPA atas nama Menteri
Pekerjaan Umuim;

Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Kanwil
DJPBN untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.

. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Moniforing dimutakhirkan secara

off-line, kemudian backup data e-Monitoring dikirim secara on-line.

Proses pengesahan Petunjuk Operasional Kegiatan {(POK):

&,

b.

Kasatker menyusun usulan POK sesual dengan DIPA yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Kasatker menyampaikan usulan POK kepada Eselon 1 selaku
penanggungjawab program/Pejabat yang ditunjuk, untuk mendapat
pengesahan;
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c. Setelah POK disahkan, Kasatker mengisi data e-Monitoring dan
melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK.

= Proses revisi POK:

a. Kasatker menyusun revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan
kondisi pekerjaan;

b. Kasatker menyusun usulan revisi POK sesuai perubahan pada butir (a)
dan menyampaikan usulan revisi POK kepada Eselon [ selaku
penanggung jawab program melalui Pejabat Eselon II terkait;

c. Setelah Revisi POK disetujui pejabat Eselon I, Kasatker mengisi data e-
Monitoring dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK,

Tahapan Revisi Anggaran/DIPA/POK melalui e-Monitoring

1. Data usulan revisi dimasukkan ke dalam aplikasi e-Monitoring off-line {tidak
merubah data e-Monitoring), dan backup data revisi dikirim melalui e-
Monitoring on-line.

2. Pejabat yang ditunjuk mengunduh data usulan revisi melalui e-Monitoring on-
line, kemudian mencetak usulan revisi.

W

. Usulan revisi dibahas dalam lingkup Satminkal (Unit Organisasi) yang
bersangkutan;

4. Apabila usulan revisi disetujui, Pejabat yang ditunjuk memberikan kode akses
untuk mentransfer data usulan revisi dari aplikasi e-Monitoring off-line ke
aplikasi RKA-KL;

5. Usulan revisi dicetak melalui aplikasi RKA-KL dan dilakukan penelaahan
dengan DJ PBN (Kanwil DJ PBN);

6. Setelah Revisi DIPA disahkan, dan POK disetujui Pejabat Eselon 1, data
aplikasi e-Monitoring off-line dimutakhirkan dan dikirim melalui e-Monitoring
on-line.
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i.

LAMPIRAN 8. : PERATURAN MENTERI PEEKERJAAN UMUM
NOMOR : 14/PRT/M/2011
TANGGAL : 14 November 2011

KOORDINASI PELAKSANAAN DI DAERAH

Umunm

a.

Penyelenggaraan bidang pekerjaan umum di daerah, baik vyang
merupakan kewenangan Pemerintah maupun kewenangan pemerintahan
daerah adalah merupakan bagian dari pengembangan wilayah/daerah
dan bagian dari pembangunan lintas sektor di daerah guna mewujudkan
tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Sehubungan dengan huruf a di atas, sejalan dengan kegiatan
dekonsentrasit yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil
Pemerintah khususnya kegiatan koordinasi, maka gubernur adalah
pengemban fungsi koordinasi, termasuk dalam mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik berupa
kegiatan-kegiatan yang didekonsentrasikan, ditugas pembantuankan,
maupun kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah di daerah
melalui unit-unit pelaksana teknis/balai Pusat di daerah maupun melalui
Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pusat yang berlokasi di daerah.

Kepala UPT/balai dan Kasatker, baik yang berada di bawah UPT/balai
maupun yang berdiri sendiri seperti SNVT dan SKPD Dekon/TP di
provinsi/kabupaten/kota, berkewajiban untuk berperan aktif dan
mengikuti proses koordinasi yang dilaksanakan oleh gubernur.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas provinsi terkait berfungsi sebagai
pelaksana harian koordinasi membantu gubernur dan sekaligus
merupakan petugas penghubung (liason officer) kepada Direktur Jenderal
terkatit.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas provinsi terkait
sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi aspek perencanaan,
pemrograman, dan pelaksanaan hal-hal yang bersifat khusus misalnya
terkait penyelesaian masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Dinas provinsi terkait
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Direktur Jenderal terkait
memberikan standar dan pefunjuk teknis sesuai bidangnya masing-
masing, sehingga koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah
dapat berlangsung efeltif dan efisien,

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf f, Direktur Jenderal melalui direktorat teknis dan/atan direktorat
wilayah melaksanakan fungsi pengaturan teknis, pembinaan teknis, dan
pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan bidang pekerjaan umum di
daerah, baik yang sudah merupakan kewenangan pemerintah daerah
maupun kewenangan Pemerintah, termasuk urusan yang
didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan.
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h.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ dan huruf e, serta pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada huruf f, Direktur Jenderal melalui direktorat teknis dan/atau
direktorat wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
capaian upaya koordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah dan
kinerja Satker Pusat di daerah.

Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran

a.

Kepala Dinas provinsi terkait melakukan koordinasi penyusunan usulan
kegiatan pembangunan bidang PU di daerah sehingga terdapat
keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pelaksanaan antara
kegiatan pembangunan yang kewenangannya telah didesentralisasikan
kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dengan kegiatan pembangunan
kewenangan Pemerintah.

Direktur Jenderal menetapkan usulan kegiatan yang akan
didekonsentrasikan kepada Gubernur setelah mendapatkan dan
mempertimbangkan masukan usulan tertulis dari kepala dinas PU
provinsi setelah disetujui gubernur.

Dalam rangka pengajuan usulan kegiatan vang dapat ditugas
pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintahan kabupaten/kota,
Kepala dinas PU provinsi melakukan koordinasi persiapan usulan yang
dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota/desa, disinkronisasikan
dengan usulan kegiatan yang akan diusulkan untuk di-tugas
pembantuan-kan kepada pemerintahan provinsi.

Usulan kegiatan yang akan ditugas pembantuankan akan menjadi
pertimbangan Direktur Jenderal setelah wusulan tersebut ditetapkan
melalui proses koordinasi Kepala Dinas provinsi terkait dan/atau
Kabupaten/Kota.

Penetapan usulan kegiatan pembangunan termasuk yang dapat/akan
didekonsentrasikan kepada gubernur dan/atau ditugas pembantuankan
kepada pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi Sekretaris
Jenderal, sebelum ditetapkan cleh Menteri.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembangunan termasuk yang
dapat/akan didekonsentrasikan kepada gubernur dan/atau ditugas
pembantuankan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi
Sekretaris Jenderal dan sepersetujuan Menteri, sebelum ditetapkan
melalui proses penganggaran yang berlaku.

Proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Kkegiatan
pembangunan PU kewenangan Pemerintah dapat bersifat iterasi dengan
kendali pemrosesannya di Kementerian melalui Sekretaris Jenderal.

Persiapan Pelaksanaan

a.

Pengusulan, penetapan, dan pengangkatan personil Satker,

1} Pejabat Eselon I mengusulkan calon pejabat inti Satker yang
bertanggungjawab sesuai bab VII pasal 11 disampaikan kepada
Menteri,

2) Menteri menetapkan usulan setelah sesuai dengan kriteria yang
tercantum dalam lampiran 1.b.,2.b., dan 3.b.,

3) Pengangkatan pejabat inti Satker dilakukan oleh Menteri.
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b.

Proses penyusunan DIPA/POK,

1} Rancangan Petunjuk Operasional Kegiatan disiapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait
melalui Pejabat Eselon II terkait,

2} Format POK mengikuti petunjuk umum yang ditetapkan Menteri,
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1.c.

3) Selanjutnya Pejabat Eselon I menetapkan POK.

Pengadaan barang dan jasa.

1) Pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan data paket pekerjaan
dan proses pelelangan untuk ditayvangkan pada Website Kementerian
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembangunan

a.

Persetujuan perencanaan teknis
Dokumen perencanaan teknis yang akan digunakan untuk pelaksanaan
ditetapkan oleh Pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pengendalian pelaksanaan

1) Kuasa Pengguna Anggaran mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak,

2} Kuasa Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan
kepada Menteri melalui Unit Eselon [ terkait.

Pelaporan

Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengirimkan laporan-laporan kepada
Pejabat Esclon I dan instansi lain terkait sebagaimana diuraikan dalam
mekanisme pelaporan.

Bimbingan teknis

1) Atasan Langsung melaksanakan bimbingan teknis untuk seluruh
proses pembangunan,

2) Dalam melaksanakan bimbingan teknis tersebut Atasan Langsung
dapat bekerjasama dengan instansi terkait,

3) Atasan Langsung wajib berkonsultasi dengan Pejabat Eselon I terkait
untuk mengatasi hal-hal yang dipandang perlu mendapat perhatian
khusus.

Pemanfaatan aset/peralatan

Pemanfaatan aset dan peralatan diatur bersama Kepala Balai atau unit
penanggung jawab pengelolaan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi peralatan dan aset yang ada.

Koordinasi penanggulangan bencana

Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Dinas bidang PU dapat
mengajukan bantuan penanganan kepada Kepala Balai/Balai Besar atau
Pejabat Eselon II Pusat terkait untuk menjamin penanganan segera,

147




Evaluasi Pasca Pembangunan
a. Pemantauan kinerja hasil pekerjaan
1) Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran Kuasa
Pengguna Anggaran melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Eselon
I terkait, '
2) Laporan hasil pekerjaan memuat data lokasi pelaksanaan, biaya yang
digunakan, serta status terakhir progres fisik dan keuangan.
b. Evaluasi kinerja
1} Berdasarkan hasil pemantauan hasil pekerjaan, Atasan Langsung
Kasatker melakukan evaluasi kinerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran kepada Pejabat Eselon | terkait,
2) Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk masukan program tahun
berikutnya.

Penutup

Mekanisme koordinasi sebagaimana diuraikan di atas akan dievaluasi
bersama oleh Pejabat Eselon Il terkait setiap tahun untuk penyempurnaan
lehilh lanjut.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

tid
Salinan sesuai dengan aslinya :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO
Kepala Biro Hukum,

e
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